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ABSTRAK

Anisa Apriliyani, Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta
Didik Baru Perspektif Stakeholder Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di
Parepare. (dibimbing oleh Bapak Amiruddin, dan Ibu Sri Mulianah)

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mendeskripsikan dan menganalisis
pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP
Negeri 2 Parepare. 2) untuk mendeskripkan pandangan stakeholder terhadap
implemetasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMP
Negeri 2 Parepare.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi
kasus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara
serta dokumentasi. Untuk memperoleh data, subjek penelitian ini yakni Sekretaris
PPDB, Ketua PPDB, Kepala Sekolah, dan Orang Tua Siswa SMP Negeri 2 Parepare.
Selain itu, penelitian ini menguji keabsahan data dengan teknik trianggulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sistem zonasi
telah berjalan sesuai peraturan melalui jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi, dengan
sosialisasi dilakukan melalui media sosial, WhatsApp, surat edaran, dan situs resmi
sekolah. Meskipun demikian, terdapat kendala seperti manipulasi data domisili dan
kesulitan akses sistem daring oleh orang tua, yang diatasi sekolah melalui layanan
bantuan dan kebijakan fleksibel bagi siswa dalam kondisi khusus. Tanggapan
stakeholder pun beragam; Ketua dan Sekretaris Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) menilai sistem ini membatasi akses siswa berprestasi dari luar zona dan
menurunkan semangat kompetisi, sementara kepala sekolah menekankan pentingnya
peran guru dalam membina siswa dari berbagai latar belakang. Sebagian besar orang
tua merasa sistem zonasi tidak adil dan menyulitkan proses pendaftaran. Oleh karena
itu, penelitian ini merekomendasikan evaluasi kebijakan zonasi secara proporsional
oleh pemerintah, peningkatan kualitas sosialisasi dan pelayanan oleh sekolah, serta
partisipasi aktif orang tua dalam mendukung kejujuran administrasi Pendidikan.

Kata Kunci: sistem zonasi, penerimaan peserta didik baru, kebijakan Pendidikan,
perspektif stakeholder.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkn dengan

huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Nama Huruf Latin Nama

| Alif tidak dilambangkan tidak ditimbangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

< Tha Th te dan ha

z Jim J Je

z Ha H ha (dengan titik di bawah)
c Kha Kh ka dan ha

2 Dal D De

3 Dhal Dh de dan ha

J Ra R Er

J Zai V4 Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
ol Shad S es (dengan titik di bawah)

Xiv



Dad d de (dengan titik di bawah)
h Ta t te (dengan titik di bawah)
L Za z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik ke atas
¢ Gain G Ge
s Fa F Ef
3 Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em
o Nun N En
B Wau \V We
3 Ha H Ha
s Hamzah ¢ Apostrof
s Ya Y Ya

Hamzah (¢) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.
Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (°).
2. Vokal
a. Vokal tunggal (monofiong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
[ Fathah A A
) Kasrah I I
i Dammah U U
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b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
o fathah dan ya Ai adani
= fathah dan wau Au adanu
Contoh:
<L kaifa
J3~: haula
c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
/b Fathah dan alif atau ya A A dan garis di atas
s Kasrah dan ya I I dan garis di atas
3 Dammah dan wau U U dan garis di atas
Gle: mata
<) rama
Jé :qila

&34 yamiitu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah,

XVi




transliterasinya adalah [t].
2) ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah
[h].

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
dalldnyy raudah al-jannah atau raudatul jannah
il G &80a01 : al-madinah al-fadilah atau almadinatul fadilah
&0 al-hikmah
e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (£¥), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:
L&): Rabbana
W5 Najjaina
Gadi: al-haqq
zall: al-hajj
A nu‘ima
5% ‘aduwwun

Jika hurufss bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
((=2), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (1).

Contoh:
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{s:0e : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
&le: “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)
f. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf Y(alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh:
Cpuaall; al-syamsu (bukan asy- syamsu)
A33: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
Aadali al-falsafah
SU: al-biladu
g. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
O3545: ta murina
£33 al-nau
81 syai'un
&yl umirtu
h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
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kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah. Namun bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus
ditransliterasi secara utuh.
Contoh:

Fizilal al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (&)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau
kedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:

&t Dinullah 4% : billah.
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
Jjalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
Al 4535 3 26 Hum fi rahmatillah
j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan
Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (a/-), maka yang
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ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang

tersebut menggunakan huruf kapital (4/-). Contoh:

Wa ma Muhammadun illd rasil

Inna awwala baitin wudi ‘a linndasi lalladhi bi
Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tust

Abii Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata /bnu (anak dari) dan Abi

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abii al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abii
al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abii al-Walid Muhammad Ibnu).
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abi Zaid, Nasr Hamid

(bukan:Zaid, Nasr Hamid Abii).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWt.

Saw.

a.s.
H
M
SM

= subhanahii wa ta ‘ala

= sallallahu ‘alaihi wa sallam
= ‘alaihi al- sallam

= Hijriah

= Masehi

= Sebelum Masehi
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1. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...:4 =QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahin/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:
ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu
atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis
dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan
kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan berperan penting dalam kehidupan dan menjadi kunci kemajuan

bangsa karena dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi :

LT a@ _ %% 4 _ %% l/&m . S 4G 4% QJ/, w (S _E ~ .%o /Q“EI
ggm\@%\ﬂuw@\@\weﬁdﬁgm ) 3iale Cpdll Lol
“ean i alall 151 6l aa T iale Gudll A0 w87 1555008 155550 381305
"‘).-}-;\; b}k&j 1.’431 Zh\j

Terjemahannya :
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah
kelapangan di dalam majelis-majelis, “maka lapangkanlah, niscaya Allah akan
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,”
maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang

beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan
Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (QS. 58:11)*

Menurut ahli tafsir ayat ini berisi perintah untuk memberikan kelapangan
tempat duduk di majelis ilmu. Di mana balasannya adalah Allah akan meluaskan
kehidupan pelakunya di dunia dan di surga. Ayat ini juga memuji seorang ulama yang
bisa memadukan amal dan ilmu mereka. (Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Tafsir Al
Wajiz)?

"Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia, dan kesadaran

akan  pentingnya  pendidikan = menjadikan  pemerintah  berkewajiban

'Kementerian Agama, AI-Qur’an Dan Terjemahannya. (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu,
2019).
2Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Tafsir Al Wajiz pada Q.S Al-Mujadilah ayat 11.



menyelenggarakannya dengan sebaik mungkin.?

Keberadan pendidikan sangat penting telah tertera dalam Undang-Undang
dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk
mendapatkan pendidikan”. Kemudian diperjelas lagi dalam ayat 2 yang berbunyi
“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya”. Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwasanya setiap warga
negera wajib mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan, serta pemerintah
yang bertanggungjawab dalam memenuhi hak warga negaranya.

Sebagai upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang adil bagi
seluruh warga negara, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya
melalui sistem zonasi.*

Sistem pendidikan nasional di Indonesia dirancang secara sistematis untuk
menjamin pemerataan pendidikan. Namun, dalam praktiknya, masalah kesenjangan
akses masih terjadi. Pemerataan pendidikan menekankan pada pemberian kesempatan
yang setara bagi seluruh warga negara untuk mengakses layanan pendidikan.’

Sebagai respons atas ketimpangan tersebut pemerintah saat ini telah
melakukan berbagai upaya untuk mendorong akses layanan pendidikan. Salah
satunya adalah perbaikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang
memiliki banyak permasalahan mulai dari banyak kekeliruan seperti kurang

efesiennya sistem yang dipakai, mekanisme yang tidak transparan, serta maraknya

3Eka Reza Khadowmi, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan
Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah,” Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung
(2019).

*Kartini Marini, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik
Baru Pada SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung,” Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung
(2019).

SWahyuni, “Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran
2018/2019”, Jurnal Info Singkat, 2018.



tindak kecurangan yang terjadi.®

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme
penyelenggaraan sistem penddidikan yang dilakukan menjelang tahun ajaran baru,
dengan seleksi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan
syarat yang berlaku guna diterima peserta didik di satuan pendidikan tersebut. Selama
ini penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada setiap jenjang Sekolah Menengah
Pertama (SMP) di Indonesia menggunakan sistem nilai sekolah atau nilai ujian
nasional sebagai syarat utama dalam tahap seleksinya. Selain seleksi berdasarkan
nilai sekolah dan nilai ujian nasional, juga dapat dilakukan melalui jalur prestasi, jalur
bina lingkungan, dan jalur-jalur lainnya.

Upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan pendidikan dilanjutkan
dengan diberlakukannya sistem zonasi yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 14
Tahun 2018, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menekankan pada
jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah, dengan begitu siapa yang lebih
dekat dengan sekolah ia lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan di sekolah
tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang
bermutu dan diharapkan sekolah, masyarakat, dan keluarga dapat bersinergi untuk
menciptakan kesadaran kepada masyarakat luas bahwa tanggungjawab pendidikan
bukan hanya dibebankan pada satu pihak, melainkan tanggungjawab bersama. Pada
PPDB zonasi, yang terpenting adalah anak-anak dapat mengakses fasilitas pendidikan
yang dekat dengan rumah atau tempat tinggalnya. Jika ada penambahan kuota disuatu

zona, maka menjadi tanggung jawab dinas pendidikan untuk mencarikan sekolah atau

®Kartini Marini, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik
Baru Pada SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung,” Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung
(2019)



membuka kelas tambahan agar tidak ada anak yang tidak bersekolah.’

Kebijakan sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),
sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima minimal 50%
calon peserta didik yang berdomisili di zona sekolah terdekat, sekolah juga dapat
menerima kuota afirmasi minimal 15%, untuk jalur miutasi atau pindahan maksimal
5%, sedangkan untuk jalur prestasi kuotanya sisanya. Dengan demikian Kebijakan
sistem zonasi bertujuan menghapus predikat sekolah favorit agar mutu pendidikan
merata. Namun, penerapannya menimbulkan pro dan kontra, termasuk kekhawatiran
akan kecurangan di masyarakat. Sebagai pelaksana kebijakan, pemangku kepentingan
sekolah turut merasakan dampaknya dan memiliki pandangan yang beragam.

Dilihat dari permasalahan pemerataan pendidikan yang berdampak terhadap
kesenjangan bagi sekolah yang berstaus favorit dan tidak favorit, dan kebijakan
sistem zonasi yang diambil pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan
tersebut, penulis memutuskan melakukan penelitian di SMP Negeri 2 Parepare.
Alasan penulis melakukan penelitian disekolah tersebut karena sekolah tersebut
merupakan alah satu sekolah yang memiliki brand unggulan atau favorit yang terletak
di Kecamatan Soreang, Kelurahan Ujung Lare, Kota Parepare, memiliki banyak
prestasi baik akademik maupun non akademik, serta banyak menghasilkan lulusan
yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang mendukung.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan yang penulis uraikan di atas, penulis
berminat dan tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul

“Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Perspektif

’Aris Nurlailiyah, “Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP Di
Yogyakarta”, Realita Vol.17 No.1, Januari 2019.



Stakeholder Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Parepare”.Kepala
sekolah SMK PGRI Enrekang telah berupaya sedemikian rupa untuk membangun
kerjasama yang baik dengan orang tua. Jalinan kerjasama tersebut dapat dilihat dari
usaha kepala sekolah dalam menjalankan program kemitraan antara lain: (1)
mengadakan masa orientasi siswa; (2) keberadaan peran komite di sekolah; (3)
mengadakan rapat dengan orang tua; (4) melibatkan orang tua dalam kegiatan—
kegiatan di sekolah; (5) melakukan kunjungan ke rumah siswa; (6) buku penghubung
atau memberikan surat undangan atas nama sekolah kepada orang tua; dan (7)

mengadakan pertemuan dalam rangka penerimaan laporan hasil belajar siswa.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menarik beberapa pokok
masalah tentang kebijakan sistem zonasi dalam penelitian yaitu bagaimana “Analisis
Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Perspektif
Stakeholder Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Parepare” dengan sub
rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta
didik baru di SMP Negeri 2 Parepare ?
2. Bagaimana pandangan stakeholder terhadap implementasi kebijakan sistem

zonasi di SMP Negeri 2 Parepare ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan sistem zonasi

dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 2 Parepare.



2. Untuk mendeskripkan pandangan stakeholder terhadap implemetasi kebijakan

sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 2 Parepare.

D. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan motivasi sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran, informasi, serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan
referensi terkait dengan implemtasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan
peserta didik baru perspektif pemangku kepentingan pendidikan sekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa, penelitian ini mampu menciptakan informasi terhadap
mahasiswa tentang pengimplemetasian kebijakan sistem zonasi dalam
penerimaan peserta didik baru.

b. Bagi Lembaga Sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran
tentang bagaimana pandangan pemangku kepentingan Pendidikan sekolah
terhadap suatu kebijakan yang telah diterapkan serta tentang kendala dari
penerapan kebijakan zonasi.

c. Bagi Institusi, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan serta
memberikan sumbangan ini formasi mengenai pengimplemetasian kebijakan

sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan proposal skripsi ini terdapat beberapa penelitian yang relavan
dengan proposal skripsi ini sebagai berikut.

Penelitian relevan merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana
penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun
beberapa penelitian yang relevan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian

ini diantaranya :

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Relevan

Judul Persamaan Perbedaan
No Nama Penelitian Penelitian Penelitian
1. Implementasi Kebijakan | Memiliki Penelitian ini
Candra ) ) )
Sistem Zonasi Pada kesamaan pada | tidak
Wijaya, ) | . .
Penerimaan Peserta Didik | objek menggunakan
Ahmad Fuadi, . .. .
Baru Di Sekolah penelitian, perspektif
dan Syahrul
Menengah Pertama pendekatan stakeholder.
Hasibuan®
Kebupaten Langkat yang
digunakan, dan
teknik
pengumpulan
data.

8Candra Wijaya, et al. eds. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta
Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Langkat, JJUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu
Sosial, 12(1) (2020).



2. Umi Latifatul | Analisis Implementasi Memiliki Penelitian

Khasanah?® Kebijakan Sistem Zonasi | kesamaan terdahulu
Perspektif Stakeholder variabel melakukan

Sekolah (Studi Multisitus | penelitian penelitian

di SMP Negeri | Malang | yaitu kebijakan | didua  lokasi
dan SMP Negeri 3 sistem zonasi | yang berbeda.
Malang Di Kota Malang) | dalam

persepktif
stakeholder
3. Susiana Analisis Implemetasi Memiliki Penelitian
Andawiah?® Kebijakan Sistem Zonasi | kesamaan terdahulu
dalam Penerimaan variabel menggunakan
Peserta Didik Baru penelitian subjek

Prespektif Stakeholder yaitu kebijakan | populasi SMA.

(Studi Kasus SMA sistem  zonasi

Negeri | Situbondo) dalam
persepktif
stakeholder

B. Tinjauan Teori
1. Teori Analisis

Sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat kompleks
karena sekolah sebagai organisasi di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu

sama lain saling berkaitan dan saling menentukan. Sedang sifat unik, menunjukkan

Umi Latifatul Khasanah, Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif
Stakeholder Sekolah (Studi Multisitus di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang Di Kota
Malang), 2018.

OSusiana Andawiah, Analisis Implentasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta
Didik Baru Prespektif Stakeholder (Studi Kasus SMA Negeri 1 Situbondo), Skripsi Universitas Islam
Negeri Malang 2021.
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bahwa sekolah sebagai organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh
organisasi-organisasi lain. Ciri-ciri yang menempatkan sekolah memiliki karakteristik
tersendiri, dimana terjadi proses belajar mengajar, tempat terselenggaranya
pembudayaan kehidupan umat manusia.**

Teori tentang analisi sangat beragam dari berbagai pandangan. Menurut
Surayin analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten
dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan serta memiliki
arti. > Dengan kata lain analisis merupakan kegiatan merangkum sejumlah data besar
yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-
komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang
dihimpun untuk menjawab permasalahan.

Berdasarkan asal-usul kata analisis berasal dari kata Yunani kuno “analisis”
yang berarti melepaskan. Analusis terbentuk dari dua suku kata yaitu “ana” yang
berarti kembali dan “luein” yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisis yaitu
suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara
menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen
tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Dilihat dari sisi mekanisme dan substantif, analisis dapat dilihat dari berbagai
perspektif.

1) Secara Mekanisme, dalam tahapan analisis akan terjadi:
a. Perubahan angka dan catatan hasil pengumpulan data, jadi informasi yang

lebih mudah dipahami.

1Minsih, et al. eds. "Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Membangun Sekolah Berkualitas
Di Sekolah Dasar." (Profesi Pendidikan Dasar 6.1, 2019).
12Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung:YRAMA WIDYA.



11

b. Penggunaan alat analisis yang bermanfaat untuk membuktikan hipotesis
ataupun pendeskripsian variabel riset riset secara benar, bukan kebetulan saja.

c. Penginterprestasian berbagai informasi dalam kerangka yang lebih luas,
ataupun interferensi ke populasi untuk menjawab pertanyaan-pertanuyaan
yang muncul.

2) Secara Substantif, dalam tahapan analisis dilakukan proses :

a. Membandingkan dan mengetes teori atau konsep dengan informasi yang
ditemukan.

b. Mencari dan menentukan konsep baru dari data yang dikumpulkan .

c. Mencari penjelasan apakah konsep baru itu berlaku umum, atau baru terjadi
bila kondisi tertentu.*?

Berdasarkan penuturan diatas dapat dilihat bahwa analisis tidak dapat
dipandang dari satu sisi saja, melainkan ada berbagai sisi yang mendukung
penggunaan analisis. Dengan begitu penggunaan analisis yang tepat dapat
ditempatkan pada sisi yang tepat.

Menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty, kata analisis dapat
diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan
bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang
tepat dan pemahaman arti keseluruhan®. Sedangkan menurut Syahrul dan

Mohammad Ardi Nizar yang dimaksud menganalisis adalah melakukan evaluasi

13Abdul Halim, Analisis Investasi, Jakarta : Salemba Empat, 2005.
“Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty, Analisis Laporan Keuangan : Konsep dan
Manfaat, Yogyakarta, AMP-YKPN, 2002.
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terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan

1.5 Berdasarkan

alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncu
penuturan diatas, analisis menjadi sebuah tahapan awal dalam menalukan evaluasi.
Dengan menimbang hal-hal yang tidak sesuai dari tahap perencanaan. Membuat
susuna rekomendasi atas dasar-dasar yang terjadi di lapangan. Dengan hal ini, analisis
menjadi suatu cara ataupun proses yang mengubah hal yang satu menjadi hal
selanjutntya yang saling berkaitan, baik itu memisahkan maupun menyatukan.
Analisis juga memiliki berbagai konsep turunan atau dapat dikatakan analisis itu
sendiri merupakan konsep umum.

2. Kebijakan Pendidikan Dalam Sistem Zonasi

a. Pengertian Kebijakan dalam Sistem Zonasi

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukan perilaku
seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu
untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak
penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem
sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejaheraan masyarakat.
Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1)
tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : By the law, social justice,
dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3)diberikan peluang aktif partisipasi
masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi),

dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.®

15Syahrul dan Muhammad Ardi Nizar, “Kamus Istilah-istilah Akuntansi”, Jakarta, Penerbit
Citra Harta Pratama, 2000.

¥Noeng Muhadjir, llmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial
Kreatif, Yogyakarta: Raka Sarasin, Tahun 2000.
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Sementara menurut Weihrich dan Koontz kebijakan adalah alat
membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetatp dalam keterbatasan.
Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan mereflesikan posisi dan
kekuasaan dalam organisasi.'’

Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau
pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan.
Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari
tindakan menejer.”® Sementara Koontz, Donnell dan Weihrich mengatakan bahwa
kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan,
keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi
dimaksudkan untuk menuntut manager dalam memutuskan komitmen.*

Berarti kebijakan berdasarkan pendapat ini adalah sebagai pedoman untuk
menuntun manager dalam membuat keputusan komitmen. Untuk itu kebijakan yang
dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit maupun luas. Oleh karena itu
Frederick, Davis dan Post berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik
ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian
umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan
nasional sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung.
Kebijakan publik dan program ini membuat perbedaan antara keuntunglan dan

kegagalan.”®

"Heinz Weihrich and Haroid Koontz, Management A.Global Perspective Tent Edition, (New
York : McGraw-Hill, Inc., 1993).

8Amin Priatna, Disertai “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada
Universitas Pendidikan Indonesia”, Pasca Sarjana UNJ, Tahun 2008.

®Haroid Koontz, et al. eds. Management Eighth Edition, (New York : McGraw-Hill Book
Company, 1992).

20Wiliam C. Frederick, et al. eds. Business and Siciety, Coeporate Strategy, Public Policy,
Ethics, Sixth Edition, (New York : McGraw-Hill Publishing Company,1998).
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Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi
dua yaitu kebijakan subtantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan subtantif
adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar
untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan subtantif adalah kebijakan
implemtatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upayaupaya yang harus
dilakukan untuk melaksanakan kebijakan subtantif.?*

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program,
dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang
dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti
dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan
masalah tertentu.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, menurut saya kebijakan adalah
seperangkat konsep dan prinsip yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah
yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara
bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah
sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan.
Dengan kata lain, sebagai panduan untuk pengambilan keputusan

Unsur-unsur dalam menanggapai bahwa kebijakan adalah sebuah
pengetahuan, maka Nagel alih bahasa Tangkilisan membahas bahwa kebijakan

menurutnya terdapat empat unsur, yaitu :?2

2IMuhadjir Noeng H, Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach (Yogyakarta :
Rake Sarakin, 2003).
22Hossel Nogi S Tangkilisan, Evaluasi Kebijakan Public, Jakarta: Geasindo, Thn 2003.
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1) Kewenangan: Satu atau lebih banyak orang, buku artikel, dan sumber informasi
handal lain berkenaan dengan barang-barang yang relevan, kebijakan atau
hubungan.

2) Analisis statistik atau observasional: Mengidentifikasi berbagai contoh kasus
supaya dapat menggeneralisir kemungkinan sebaiknya, bagai mana tujuan,
kebijakan atau hubungan itu.

3) Deduksi: Tarik sebuah kesimpulan dari pemikiran dasar-dasar yang telah
terbentuk dari kewenangan, pengamatan dan intuisi.

Analisis sesitivitas: Perkiraan tujuan, kebijakan, atau hubungan, dan ketentuan
efek apa, jika ada yang nilai tebakan miliki pada keputusan terkait dengan kebijakan
apa yang terbaik.

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia.
Semakin tinggi pendidikan seakan menjamin kesejahteraan individu maupun
kelompok, karena itu pada jaman saat ini pendidikan selalu diutamakan.”* Adapun
langkah-langkah dari analisis kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut.

1) Identifikasi masalah kebijakan, menentukan isu atau permasalahan pendidikan
yang ingin dipecahkan oleh kebijakan tersebut. Tujuannya untuk memahami
konteks lahirnya kebijakan.

2) Formulasi tujuan dan sasaran Pendidikan, menjabarkan secara spesifik apa yang
ingin dicapai oleh kebijakan tersebut. Contoh: Pemerataan akses pendidikan
melalui sistem zonasi.

3) Identifikasi aktor dan stakeholder, mengidentifikasi siapa saja pihak yang

terlibat atau terdampak oleh kebijakan (pemerintah pusat, daerah, sekolah, guru,

BHastuty, A., et al. eds. Informasi Sekolah UPT SDN Berbasis Web. Amal Ilmiah : Jurnal
Pengabdian Kepada Masyarakat 6.3, (2025): 422-431.
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orang tua, siswa).

4) Telaah isi dan instrumen kebijakan, menganalisis isi kebijakan: regulasi,
prosedur, mekanisme, instrumen, dan pendekatan yang digunakan.

5) Mengevaluasi bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan, termasuk kendala,
strategi pelaksanaan, dan dukungan sumber daya.

6) Menilai sejauh mana tujuan kebijakan tercapai, serta efek langsung dan tidak
langsungnya.

7) Menghubungkan kebijakan dengan teori pendidikan (misalnya: teori keadilan,
akses, efisiensi) dan nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, atau prinsip-
prinsip pendidikan Islam.

8) Menyusun saran praktis dan terukur berdasarkan temuan, untuk perbaikan
desain atau implementasi kebijakan di masa depan.?

b. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia.
Dalam suatu bangsa, pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan
kemajuan bangsa. Suatu bangsa yang ingin maju harus memperhatikan mutu
pendidikan masyarakatnya.” Kebijakan pendidikan merupakan keputusan berupa
pedoman tindakan baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum
maupun khusus, baik terperinci maupun perencanaan yang dirumuskan melalui
proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu
dalam menyelenggarakan pendidikan.

Istilah kebijakan pendidikan biasa disebut dengan istilah perencanaan

24E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).
2Ahmad Riyadi Tamrin dan Ade Hastuty. "Aplikasi Media Pembelajaran Pendidikan Agama
Islam Mengggunakan Card Sord." Jurnal Sintaks Logika 4.2 (2024): 63-74.
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pendidikan, rencana induk tentang pendidikan, pengaturan pendidikan, atau biasa
disebut dengan kebijakan tentang pendidikan namun istilah istilah tersebut itu
sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang
ditunjukan oleh istilah tersebut.”® Kebijakan pendidikan menurut bagian dari
kebijakan publik, yaitu kebijakan publik dibidang pendidikan.?” Dengan demikian,
kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik dimana konteks
kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan
pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami
sebagai kebijakan dibidang pendidikan yaitu untuk mencapai tujuan pembangunan
Negara Bangsa dibidang pendidikan.

Arif Rahman berpendapat bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian
dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan
merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi yang berkaitan dengan
penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam
pendidikan.?® Kebijakan pendidikan merupakan keputusan berupa pedoman tindakan
baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik
detail maupun anggaran yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah
tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan
pendidikan. Untuk itu kebijakan pendidikan Tinggi merupakan suatu sikap dan
tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat
kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu masalah yang

dibutuhkan dalam dunia pendidikan pada perguruan tinggi.

26 Arif Rohman, Politik Ideologi Pendidikan, Ypgyakarta: Mediatama, tahun 2009.
2’Riant Nugroho, Public Policy, Jakarta: Alex Media Komputindo, tahun 2008.
2 Arif Rohman, Politik Ideologi Pendidikan, Y ogyakarta: Mediatama, tahun 2009.
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Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan
publik dimana konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan,
maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan
pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan
pembangunan Negara Bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari
tujuan pembangunan Negara Bangsa secara keseluruhan. Begitu pula menurut Arif
Rohman kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan Negara atau
kebijakan publik pada umumnya. kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik
yang mengatur khusus regulasi yang berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi
dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan.?

Berdasarkan beberapa pandapat mengenai kebijakan pendidikan diatas maka
dapat diartikan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan
yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan
sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu masalah dalam dunia pendidikan,
sehingga pendidikan yang dimaksud disini adalah pendidikan tinggi.

c. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Guna meningkatkan Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang
khusus, yakni:*°
1) Memiliki tujuan pendidikan.

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus
memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi

pada pendidikan.

29 Arif Rohman, Politik Ideologi Pendidikan, Y ogyakarta: Mediatama, tahun 2009.
0Gunawan. Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, Tahun
1986.
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Memenubhi aspek legal-formal.

Kebijakan pendidikan tentunya akan dipaksakan, maka perlu adanya pemenuhan
atas prasyarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan sah
berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi
syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah
wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut.
Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang sah.

Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah pedoman yang bersifat umum, tentunya
harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini
adalah sebuah keharusan untuk memperjelas maksud tujuan pendidikan yang
ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi
pendukung pengambilan keputusan.

Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki
kewenangan untuk itu, sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada
pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan,
pengelolah lembaga pendidikan dan para politisi yang berhubungan langsung
dengan pendidikan merupakan unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.
Dapat dievaluasi

Kebijakan keadaan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari yang sesungguhnya
untuk ditindak lanjuti. Jika baik maka dipertahankan atau dikembangkan,
sedangkan jika mengandung kesalahan maka harus bisa diperbaiki. Sehingga

kebijakan pendidikan yang memiliki karakter dapat memungkinkan adanya



6)

20

evaluasi secara mudah dan efektif.

Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karena itu
harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin
diatur olehnya. Sistematika itupun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan
sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis,
diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat rangkaian faktor yang hilang atau
saling berbenturan satu sama lain. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar
pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal.
Kemudian secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan
kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan
pendidikan di atas atau di samping dan di bawahnya, serta daya saing produk
yang berbasis sumber daya lokal.

d. Evaluasi sistem zonasi

Sistem zonasi dalam konteks pendidikan, khususnya penerimaan peserta didik

baru (PPDB), telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan di berbagai negara,

termasuk Indonesia. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk pemerataan akses

pendidikan, mengurangi kesenjangan antar sekolah, dan mendorong interaksi sosial

yang lebih beragam. Namun, implementasinya seringkali menimbulkan tantangan dan

memicu perdebatan mengenai efektivitas dan keadilannya. Oleh karena itu, evaluasi

sistem zonasi menjadi krusial untuk mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan

area yang memerlukan perbaikan.
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Secara umum, evaluasi sistem adalah proses sistematis untuk menilai nilai

atau manfaat dari suatu program, kebijakan, atau intervensi dengan menggunakan

kriteria yang relevan.?® Dalam konteks sistem zonasi, evaluasi tidak hanya melihat

pada hasil akhir (misalnya, distribusi siswa), tetapi juga pada proses implementasi,

dampak yang ditimbulkan, dan efisiensi sumber daya yang digunakan.

1)

2)

3)

Efektivitas (Effectiveness)

Merujuk pada sejauh mana sistem zonasi mencapai tujuan yang ditetapkan.
Tujuan ini dapat meliputi pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan akses
bagi siswa dari berbagai latar belakang, atau pengurangan segregasi sosial.*?
Evaluasi efektivitas akan melihat data kuantitatif seperti rasio siswa di sekolah
favorit dan non-favorit, serta data kualitatif seperti persepsi masyarakat
terhadap keadilan sistem.

Efisiensi (Efficiency)

Berkaitan dengan bagaimana sumber daya (waktu, tenaga, biaya) digunakan
untuk mencapai tujuan sistem zonasi. Evaluasi efisiensi dapat menganalisis
apakah proses pendaftaran dan verifikasi data berjalan lancar dan tidak
membebani pihak sekolah maupun orang tua.*?

Keadilan/Ekuitas (Equity)

Ini adalah salah satu aspek paling krusial dalam evaluasi sistem zonasi.
Keadilan berarti memastikan bahwa sistem tidak menciptakan hambatan atau

keuntungan yang tidak semestinya bagi kelompok siswa tertentu. Evaluasi

$patton. (2019). Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and

Practice (4th ed.). SAGE Publications.

32Getiawan, B., & Permana, R. (2020). Efektivitas Sistem Zonasi dalam Upaya Pemerataan

Kualitas Pendidikan di Indonesia. Jurnal Kebijakan Pendidikan.

$3Saputra, D., & Lestari, S. (2021). Analisis Efisiensi Proses PPDB Melalui Sistem Zonasi di

Tingkat Sekolah Dasar. Jurnal Inovasi Pendidikan.
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ekuitas dapat mempertimbangkan akses siswa dari keluarga miskin, siswa
berkebutuhan khusus, atau siswa yang tinggal di daerah terpencil.>* Analisis
data demografi siswa yang diterima di berbagai sekolah dapat memberikan
gambaran tentang tingkat ekuitas.

4) Akuntabilitas (Accountability)
Mengacu pada pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam
implementasi sistem zonasi, baik pemerintah daerah, sekolah, maupun dinas
pendidikan. Evaluasi akuntabilitas akan memeriksa apakah prosedur telah
diikuti, apakah ada mekanisme pengaduan yang efektif, dan apakah ada
transparansi dalam pengambilan keputusan.**

5) Dampak (Impact)
Evaluasi dampak mengkaji efek jangka panjang dari sistem zonasi, baik yang
positif maupun negatif. Dampak positif bisa berupa peningkatan interaksi
sosial antar siswa dari berbagai latar belakang, sementara dampak negatif bisa
berupa munculnya "jalur belakang" atau kecurangan, atau penurunan motivasi
belajar siswa di sekolah yang dianggap kurang favorit.*
Beberapa pendekatan evaluasi dapat diterapkan untuk sistem zonasi:
a) Pendekatan Berbasis Tujuan (Goal-Oriented Evaluation):

Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3Wibowo, E., & Anggraini, D. (2019). Tinjauan Aspek Keadilan dalam Implementasi Sistem
Zonasi PPDB. Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial.

$Rahman, F., & Hidayat, A. (2020). Akuntabilitas Kebijakan Sistem Zonasi dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru di Daerah Perkotaan. Jurnal Ilmu Administrasi Publik.

36Kurniawan, A., & Fitriani, A. (2021). Dampak Penerapan Sistem Zonasi Terhadap Motivasi
Belajar Siswa. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.



23

b) Pendekatan Berbasis Stakeholder (Stakeholder-Oriented Evaluation):
Melibatkan pandangan dan persepsi dari berbagai pihak yang
berkepentingan (siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, pemerintah).

c) Evaluasi Formatif: Dilakukan selama proses implementasi untuk
memberikan umpan balik perbaikan.

d) Evaluasi Sumatif: Dilakukan setelah implementasi untuk menilai
keberhasilan keseluruhan program.*

3. Konsep Sistem Zonasi dalam Penerapan Peserta Didik Baru (PPDB)
a. Penerimaan Peserta Didik Baru
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu mekanisme yang
harus dilakukan dari penyelenggaraan sistem pendidikan saat menjelang tahun
pelajaran baru. Mekanisme tersebut merupakan penyeleksian calon peserta didik baru
yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan syrat serta ketentuan yang
berlaku untuk diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut.
Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan dengan
prinsip:
1) Obyektif, artinya dalam pelaksanaannya bersifat netral dan bebas dari
kepentingan ataupun tekanan dari pihak lain.
2) Transparan, artinya pelaksanaan terbuka dan diketahui oleh masyarakat dan orang
tua calon peserta didik.
3) Akuntabel, artinya pelaksaan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan

peraturan perundang undangan, baik proses, prosedur dan hasil.

$7Patton, M. Q. (2019). Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and
Practice (4th ed.). SAGE Publications.
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Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan setiap
sebelum tahun ajaran baru sesuai dengan kalender pendididkan. Dalam
Permendikbud No. 44 Tahun 2019 menyebutkan seleksi PPDB kelas VII SMP
sederajat mempertimbangkan seleksi dengan memprioritaskan penyesuaian daya
tampung berdasarkan ketentuan kelompok belajar. Urutan prioritasnya:

a) Jarak domisili ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi

b) Usia calon peserta didik

¢) Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN)

d) Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik yang diakui sekolah sesuai
dengan kewenangan daerah masing-masing.
b. Kebijakan Sistem Zonasi

Sistem zonasi adalah kebijakan pendidikan mengenai penerimaan peserta
didik baru. Sistem zonasi merupakan sistem yang dihasilkan kebijakan pendidikan
mengenai penerimaan peserta didik baru yang diterapkan radius zonasi oleh
pemerintah daerah masing-masing dan sekolah diwajibkan menerima calon peserta
didiknya yang berdomisili pada radius terdekat dengan presentase tertentu dari
jumlah peserta didik yang akan diterima. Peraturan tersebut ditujukan pada jenjang
pendidikan mulai taman kanak-kanak, sekolah menengah pertama, sampai sekolah
menengah atas pada satu satuan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan
pemerintah.

Eka Reza Khadowmi dalam penelitiannya mengemukakan bahwa, Sistem
Zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah. secara

keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan

38Pperaturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB)
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reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak kanak (TK) hingga Sekolah Menengah

Atas (SMA). Sistem Zonasi yg mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa

dimuat dalam Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang baru melalui

Permendikbud No.14 Tahun 2018. Sistem zonasi terbaru ini prinsipnya hampir sama

dengan Sistem Bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh

lebih bnyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%.?° Ketentuan Dalam

Sistem Zonasi,

1)

2)

3)

4)

Dalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib
menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah
dengan proporsi minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah
seluruh peserta didik yang diterima.

Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang
diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru (PPDB), tujuannya adalah untuk memastikan radius zona
terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.

Dalam hal radius zona terdekat, ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan
kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut
dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam kelompok belajar di masing-masing
Sekolah.

Dalam menetapkan radius zona pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan
dan kebudayaan melibatkan musyawarah/kelompok kerja bersama kepala Sekolah

ataupun instansi terkait.

39Khadowmi, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta

Didik Baru Kebupaten Lampung Tengah”.
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5) Untuk Proses Penerimaan Calon Peserta didik yg berdomisili diluar zona radius
dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah yg akan
diterima. Ataupun calon peserta didik yg melakukan pemisahan domisili dengan
alasan khusus dapat menggunakan jalur pemutusan domisili sebesar 5% dari
jumlah yg akan diterima. Artinya Sistem Zonasi ini memberikan 90% kuota
terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10% diluar
penerimaan melalui radius zona terdekat.

Adapun Sistem Zonasi pada Pasal 16

a. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon
peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling
sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah seluruh peserta
didik yang diterima.

b. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan
sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

c. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:
ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya
tampung dalam rombongan belajar di masing-masing Sekolah.

d. Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah
daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.

e. Bagi Sekolah yang berada di provinsi/kabupaten/kota, di daerah ketentuan

perbatasan proporsi dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang
saling mengikat.

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon
peserta didik melalui: jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari
Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah seluruh peserta didik yang
diterima dan jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari
Sekolah dengan alasan khusus meliputi penguncian rumah orangtua/wali peserta
didik atau terjadi bencana alam/sosial, banyak 5% (lima persen) dari total paling

banyak jumlah seluruh peserta didik yang diterima.*°

4. Stakeholder Pendidikan
a. Pengertian Stakeholder Pendidikan

Pendidikan merupakan proses esensial dalam pembentukan pengetahuan,
keterampilan, serta karakter individu yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat
yang cerdas dan berdaya saing. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan
potensi dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan hingga aspek sosial dan
emosional.** Menurut Freeman stakeholder adalah kelompok atau individu yang
dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi dalam mencapai suatu tujuan tertentu.*
Sedangkan stakeholder pendidikan menurut Muhaimin, dkk, adalah kelembagaan
yang didorong dan dibentuk untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam

memajukan pendidikan , dan komite sekolah.*?

40permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Sistem zonasi

“1Ade Hastuty, et al. eds. "Pengembangan Keterampilan Tecnological Pedagogical Content
Knowledge untuk Guru IPA: Gamifikasi dalam Pembelajaran." Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian
Kepada Masyarakat 6.2 (2025): 422-434.

“2Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach, (Boston: Fitman, 1984).

BMuhaimin, et al. eds. Manajemen Pendidikan, Aplikasinya Dalam Penyusunan
Pengembangan Sekolah/Madrasah, (Jakarta: Prenada Media Grup,2010).
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Stakeholder pendidikan adalah seorang atau sekolompok pemegang

kekuasaan dalam dunia pendidikan yang memilki kepentingan langsung maupun

tidak langsung. Maka pemangku kepentingannya adalah: birokrasi pendidikan (dinas

pendidikan), pengawas, kepala sekolah, guru-guru, orang tua, komite sekolah, dewan

sekolah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.

b. Klasifikasi Stakeholder Pendidikan

Pemangku Kepentingan pendidikan diklasifikasikan menjadi tiga yakni

stakeholder utama (primer), stakeholder pendukung (sekunder) dan stakeholder

pelengkap/ pengguna (tersier).**Berikut uraiannya:

1)

2)

3)

Stakeholder utama (primer) Stakeholder utama yang memilki keterlibatan secara
langsung dengan suatu kebijakan pendidikan. Stakeholder ini memegang sebagai
penentu utama dalam pengambilan keputusan.

Stakeholder pendukung (sekunder) Stakeholder pendukung yang memilki
keterkaitan langsung dalam pendidikan dan menjadi pelaku dalam menerapkan
kebijakan dari stakeholder primer. Yang termasuk dalam stakeholder ini adalah
kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, jika dalam lembaga
pendidikan swasta maka ada yayasan dan terakhir adalah komite sekolah.
Pelengkap Pemangku Kepentingan (tersier) Pelengkap Pemangku Kepentingan
yang tidak memilki pengaruh dalam kebijakan pendidikan dan pelaksanaan atau
implementasi kebijakan pendidikan, memilki hak untuk menentukan penilaian

terhadap kebihakan penddikan dan memilki hak untuk menggunakan lulusan

Listia, Studi Fenomologi Stakeholder Sekolah Terhadap Kebijaksanaan Sistem Zonasi

Dalam Penerimaan peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019 (Respon dan Dampak Penerapan
Kebijakan Sistem Zonasi di SMAN 1 Purwekerto, Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2019.
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sekolah pendidikan tersebut. Yang termasuk dalam stakeholder ini adalah syarat
penyedia lapangan pekerjaan atau masyarakat peminat lembaga pendidikan.

Dalam penelitian in, peneliti menggunakan subjek stakeholder dalam kebijakan

dilembaga pendidikan antara lain kepala sekolah, panitia PPDB, guru serta orangtua

siswa.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan

Peserta Didik Baru Perspektif Stakeholder Sekolah Menengah Pertama Negeri

(SMPN) Di Parepare. Tinjauan konseptual ini memiliki pembatasan makna yang

terkait dengan judul, guna untuk menghindari adanya kesalahpahaman yang terjadi

dalam memahami pengertian pada pembahasan.
Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan secara konseptual tentang
pembahasan makna dari judul tersebut dengan metode penelitian secara kualitatif.

1) Kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari
tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan
pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah
organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan
disepakati bersama.

2) Kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil
seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya
untuk mengatasi masalah atau suatu masalah dalam dunia pendidikan, sehingga

pendidikan yang dimaksud disini adalah pendidikan tinggi.
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3) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu mekanisme yang harus
dilakukan dari penyelenggaraan sistem pendidikan saat menjelang tahun pelajaran
baru.

4) Sistem zonasi adalah kebijakan pendidikan mengenai penerimaan peserta didik
baru. Sistem zonasi merupakan sistem yang dihasilkan kebijakan pendidikan
mengenai penerimaan peserta didik baru yang diterapkan radius zonasi oleh
pemerintah daerah masing-masing dan sekolah diwajibkan menerima calon
peserta didiknya yang berdomisili pada radius terdekat dengan presentase tertentu
dari jumlah peserta didik yang akan diterima.

Pemangku kepentingan pendidikan adalah seorang atau sekolompok
pemegang kekuasaan dalam dunia pendidikan yang memilki kepentingan langsung
maupun tidak langsung.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah suatu pemetaan dari pola pikir peneliti terhadap
topik yang akan dibahas dalam penenlitiannya.* Dalam hal ini penelitian memiliki
kerangka pemikiran yang berlandaskan konsep peran kepala sekolah terhadap

peningkatan mutu kemitraan.

%5Ajat Rukajat. Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative research approach).
(Yogyakarta: Deepublish, 2018).
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Analisis Kebijakan Sistem Zonasi

Perspektif Stakeholder

Permendikbud No.14 Tahun 2018

Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi

Stakeholder
(Kepala Sekolah, Guru, dan

Masyarakat)

Peserta didik

Gambar 1 Kerangka Pikir




BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif
untuk menggambarkan secara rinci fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan
kualitatif bertujuan memahami makna yang dibangun oleh individu atau kelompok
terhadap suatu masalah sosial atau fenomena dalam konteks alami (Creswell, 2014).
Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menganalisis
data secara langsung di lapangan, dengan fokus pada proses, makna, dan pemahaman
yang mendalam, bukan sekadar angka atau statistik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan
metode deskriptif. Pemilihan pendekatan dan metode bertujuan untuk mendapatkan
fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian mengolah data dari
fenomena-fenomena tersebut dan menggambarkannya secara naratif.*

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Penelitian
studi kasus adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan
latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan

lingkungan sekitar.*’

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan

sasarannya yakni kepala sekolah, guru atau panitia pelaksana PPDB di SMP Negeri 2

46 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta.,2018).
47Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Prespektif Rancangan Penelitian,
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.2012).
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Parepare. Sekolah ini dipilih karena memiliki reputasi sebagai sekolah unggulan
dengan tingkat persaingan tinggi dalam PPDB, sehingga memberikan wawasan unik
tentang dampak sistem zonasi pada sekolah favorit.

Penulis mengambil lokasi penelitian di SMP Negeri 2 Parepare karena daerah
tersebut mudah dijangkau dan sekolah tersebut memiliki brand sekolah favorit serta

memiliki kepercayaan dari masyarakat. Adapun waktu penelitian + 45 hari.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksud adalah pembatasan bidang kajian dan
memeperjelas relevasinya dengan data yang akan dikumpulkan. Maka dari itu
penelitian ini difokuskan pada permasalahan analisis kebijakan sistem zonasi dalam
penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 2 Parepare yang mengacu pada perspektif
stakeholder sekolah.

Penelitian ini dibatasi pada analisis implementasi kebijakan sistem zonasi
dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diterapkan di beberapa
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Parepare. Fokus utama
penelitian adalah pada perspektif para stakeholder sekolah, seperti kepala sekolah,
ketua PPDB, panitia PPDB dan orang tua siswa. Penelitian ini tidak membahas sistem
PPDB di tingkat SD atau SMA, dan tidak mencakup sekolah swasta. Selain itu, ruang
lingkup waktu penelitian dibatasi pada periode pelaksanaan kebijakan zonasi selama
1-2 tahun terakhir, guna menggambarkan dinamika penerapannya secara aktual dan

relevan.
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D. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan
yang diperoleh. Data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang
sesuai dengan fokus penelitian. Jenis dan sumber penelitian ini dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu data primer dan data skunder.
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung,
diamati, dicatat secara langsung, seperti wawancara dan onservasi.*®* Adapun yang
menjadi sumber data atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang
berkecimpung langsung di sekolah. Pada penelitian ini sumber data primer adalah
kepala sekolah, guru-guru, dan masyarakat yang merupakan wali murid.
2. Data Sekunder
Data skunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber bukan utama
yang memuat informasi atau data tentang penelitian tersebut dan bisa dikatakan
sebagai pendukung pelengkap dari sumber-sumber data primer. Sumber data skunder
dalam penelitian ini adalah dokumen foto-foto, data siswa baru serta peraturan

menteri pendidikan dan kebudayaan no.44 tahun 2019.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengembangan instrumen, baik tes maupun non-tes, merupakan proses yang
sistematis untuk menciptakan alat ukur yang valid dan reliabel untuk mengukur
berbagai aspek.*® Untuk melakukan suatu penelitian dibutuhkan teknik dan instrumen

untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis

*8Sumardi Soeryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998).
49Sri Mulianah. Pengembangan Instrumen Teknik Tes dan Non Tes. Parepare: CV. Kaaffah
Learning Center, (2019).
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dalam penelitian ini yaitu:
1. Wawancara

Wawancara merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi
dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan
pula. Pertanyaan yang diajukan semi terstruktur dan sifatnya terbuka untuk
memunculkan opini dan pandangan dari partisipan atau narasumber. Dengan
wawancara semi struktur bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam tentang
kehidupan informan untuk mengetahui cara berfikir mereka.

Adapun yang menjadi informan dalam wawancara yang dilakukan oleh
penulis yaitu kepala sekolah, pendidik, tenaga pendidik, dan masyarakat yang
merupakan wali murid SMP Negeri 2 Parepare.

Informan tersebut dipilih dengan purposive sampling berdasarkan keterlibatan
langsung dalam proses PPDB seperti kepala sekolah, ketua PPDB, panitia PPDB, dan

orang tua siswa yang mendaftarkan anaknya pada tahun ajaran 2023/2024.

Tabel 3.1 Profil Informan Penelitian

No. Nama Peran dalam PPDB Alasan Pemilihan Informan
1 Dra, Nasriah B, | Kepala Sekolah Memiliki kewenangan strategis dalam
M.Pd SMPN 1 Parepare pelaksanaan dan evaluasi kebijakan PPDB
di sekolah.

2 Asrullah, S.Pd | Ketua PPDB SMPN | Bertanggung jawab langsung terhadap teknis

2 Parepare pelaksanaan sistem zonasi di sekolah.

3 Hasanuddin Anggota Panitia Terlibat dalam verifikasi data dan

PPDB SMPN 2 pelaksanaan harian proses seleksi peserta
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Parepare

didik.

4 Rini Asmarani

Orang Tua Siswa

SMPN 2 Parepare

Mengalami langsung dampak kebijakan

zonasi dalam proses pendaftaran anaknya.

Adapun kisi-kisi instrumen wawancara penelitian analisis kebijakan sistem

zonasi dalam penerimaan peserta didik baru perspektif stakeholder sekolah di SMPN

2 Parepare sebagai berikut.

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Wawancara Kepala Sekolah, Pendidik, dan

Tenaga Pendidik
Variabel Indikator Nomor Butir Jumlah
Kebijakan Sistem 1. Sekolah yang
Zonasi Menurut diselenggarakan 3,4,5 3
Permendikbud oleh pemerintah

No. 14 Tahun
2018 Pasal 16

daerah wajib
menerima calon
peserta didik yang
berdomisili pada
radius zona
terdekat dari
Sekolah paling
sedikit sebesar
90% (sembilan
puluh persen) dari
total jumlah
seluruh peserta
didik yang

diterima.
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2. Domisili calon
peserta didik
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1)
berdasarkan
alamat pada kartu
keluarga yang
diterbitkan paling
lambat 6 (enam)
bulan sebelum
pelaksanaan

PPDB.

6,7

3. Radius zona
terdekat
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan
oleh pemerintah
daerah sesuai
dengan kondisi di
daerah tersebut
berdasarkan:
ketersediaan anak
usia Sekolah di
daerah tersebut
dan jumlah

ketersediaan daya

8,9,10,11
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tampung dalam
rombongan belajar
di masing-masing

Sekolah.

4. Dalam
menetapkan radius
zona sebagaimana
dimaksud pada
ayat (3),
pemerintah daerah
melibatkan
musyawarah/
kelompok kerja
kepala sekolah.

1,2

5. Bagi Sekolah
yang berada di
provinsi/
kabupaten/kota, di
daerah ketentuan
perbatasan
proporsi dan
radius zona
terdekat
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) dapat
diterapkan melalui

kesepakatan secara

12,13




39

tertulis antar
pemerintah daerah
yang saling

mengikat.

6. Sekolah yang
diselenggarakan
oleh pemerintah
daerah dapat
menerima calon
peserta didik
melalui: jalur
prestasi yang
berdomisili diluar
radius zona
terdekat dari
Sekolah paling
banyak 5% (lima
persen) dari total
jumlah seluruh
peserta didik yang
diterima dan jalur
bagi calon peserta
didik yang
berdomisili di luar
zona terdekat dari
Sekolah dengan
alasan khusus

meliputi

14,15,16,17




penguncian rumah
orangtua/wali
peserta didik atau
terjadi bencana
alam/sosial,
banyak 5% (lima
persen) dari total
paling banyak
jumlah seluruh
peserta didik yang

diterima

Jumlah 17

Tabel 3.3 Kisi — kisi Instrumen Wawancara Masyarakat (Orang Tua Siswa)

Variabel Indikator Nomor Butir Jumlah

Kebijakan  Sistem | 1. Sekolah yang
Zonasi Menurut | diselenggarakan oleh 3 1
Permendikbud No. | pemerintah daerah

14 Tahun 2018 Pasal | wajib menerima

16 calon peserta didik
yang berdomisili
pada radius zona
terdekat dari Sekolah
paling sedikit sebesar
90% (sembilan puluh
persen) dari total

jumlah seluruh
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peserta didik yang

diterima.

2. Domisili calon
peserta didik
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan
alamat pada kartu
keluarga yang
diterbitkan paling
lambat 6 (enam)
bulan sebelum

pelaksanaan PPDB.

3. Radius zona
terdekat sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh
pemerintah daerah
sesuai dengan
kondisi di daerah
tersebut berdasarkan:
ketersediaan anak
usia Sekolah di
daerah tersebut dan
jumlah ketersediaan
daya tampung dalam
rombongan belajar di

masing-masing
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Sekolah.

4. Dalam menetapkan
radius zona
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(3), pemerintah
daerah melibatkan
musyawarah/
kelompok kerja
kepala sekolah.

1,2

5. Bagi Sekolah yang
berada di provinsi/
kabupaten/kota, di
daerah ketentuan
perbatasan proporsi
dan radius zona
terdekat sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dapat diterapkan
melalui kesepakatan
secara tertulis antar
pemerintah daerah
yang saling

mengikat.

6. Sekolah yang
diselenggarakan oleh
pemerintah daerah

dapat menerima

7,8,9
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calon peserta didik
melalui: jalur prestasi
yang berdomisili
diluar radius zona
terdekat dari Sekolah
paling banyak 5%
(lima persen) dari
total jumlah seluruh
peserta didik yang
diterima dan jalur
bagi calon peserta
didik yang
berdomisili di luar
zona terdekat dari
Sekolah dengan
alasan khusus
meliputi penguncian
rumah orangtua/wali
peserta didik atau
terjadi bencana
alam/sosial, banyak
5% (lima persen) dari
total paling banyak
jumlah seluruh
peserta didik yang

diterima

Jumlah
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2. Dokumetasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data
yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang
akan diteliti, sehingga data yang diperoleh lengkap, sah dan bukan berdasarkan
pikiran. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam
catatan dokumen. Adapun bentuk data yang diperoleh misalnya dalam bentuk tulisan
berupa catatan harian, sejarah kehidupan, biografu, peraturan dan kebijakan sekolah
dan lain sebagainya. Sementara itu data bentuk gambar misalnya foto, gambar dan

sketsa.>®

F. Uji Keabsahan Data

Dalam menerapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang
didasarkan atas kriteria tertentu. Menurut Moleong ada empat kriteria yang digunakan
yaitu Derajat Kepercayaan (credibility), Keteralihan (transferability), Ketergantungan
(dependability), dan Kepastian (confirmability).

1. Derajat Kepercayaan (Credibility)

Kreabilitas dapat digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan
kesesuaian antara hasil pengamatan dan realitas lapangan. Dalam uji kreadibilitas
tersebut peneliti memilih langkah-langkah sebagai berikut :

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan

pengamatan, wawancara lagi dengan data yang telah ditemui maupun yang baru

dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang

50 Sukarsi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Cet.XIlI; Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
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diberikan ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Lamanya perpanjangan
pengamatan ini dilakukan sangat bergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian
data. Perpanjangan pengamatan ini merupakan proses penelitian yang dilakukan
dengan berkali-kali hingga mendapatkan jawaban yang dirasa cukup untuk menjawab
permasalahan yang sedang diteliti.>
b. Ketekunan Pengamatan
Penyajian keabsahan data dengan ketekunan pengamatan dilakukan dnegan
cara mengamati, membaca dan melakukan penelitian secara cermat dan bersungguh-
sungguh sehingga data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, maupun
dokumentasi yang diperoleh betu-betul akurat dan dapat diidentifikasi.
c. Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai teknik pengujian keabsahan data yang bersifat
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.
Adapun tiangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni Triangulasi
Sumber dan Triangulasi Teknik.
1) Triangulasi Teknik
Triangulasi tekni berarti untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan
dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.>?
Misalnya, data yang diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi
kemudian dicek dengan dokumentasi.
Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data yang

diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data, yaitu wawancara,

1 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke an
Kontenporer, Cet. X; Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
52 Lexy J Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
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observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan kepala
sekolah, panitia PPDB, dan orang tua siswa untuk mengetahui pandangan mereka
terhadap pelaksanaan kebijakan zonasi. Observasi dilakukan langsung saat proses
penerimaan peserta didik berlangsung, khususnya untuk melihat bagaimana
prosedur dan verifikasi domisili dijalankan. Sementara itu, dokumentasi
dilakukan dengan menganalisis Juknis PPDB 2023/2024, Kartu Keluarga peserta
didik, dan laporan hasil penerimaan siswa. Melalui perbandingan data dari tiga
teknik tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi kesesuaian antara apa yang
dikatakan, yang dilakukan, dan yang tercatat secara administratif.

Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data sumber yang berbeda-
beda dengan teknik yang sama. Maksudnya dalam triangulasi sumber ini peneliti
berusaha mengumpulkan atau menghubungkan serta menggali kebenaran
informasi, dari berbagai sumber yang berbeda seperti data observasi yang
dilakukan peneliti secara langsung, wawancara, dokumetasi, dan berbagai sumber
lainnya. Kemudian dari berbagai macam sumber tersebut akan menghasilkan
suatu bukti yang nyata.

Penelitian ini membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai
pihak atau stakeholder yang memiliki pandangan berbeda terhadap kebijakan
zonasi. Kepala sekolah, sebagai pengambil kebijakan di tingkat sekolah,
cenderung menilai bahwa sistem zonasi sudah berjalan sesuai prosedur dan
membantu pemerataan akses pendidikan. Di sisi lain, panitia PPDB
menyampaikan adanya kendala dalam proses verifikasi data, khususnya terkait

keabsahan domisili calon siswa. Sementara itu, beberapa orang tua menyatakan
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keberatan terhadap sistem zonasi karena merasa terbatas dalam memilih sekolah
bagi anak-anak mereka, meskipun secara prestasi anak mereka dinilai layak untuk
diterima di sekolah yang lebih jauh. Perbedaan sudut pandang ini membantu
peneliti melihat persoalan secara lebih objektif dan menyeluruh.
d. Analisis Kasus Negatif
Ketika melakukan analisis kasus negatif, peneliti mencari informasi yang
berbeda atau bahkan menyangkal data yang sudah ditemukan. Peneliti dapat merevisi
hasil jika tidak ada lagi data yang berbeda atau tidak konsisten dengan temuan, yaitu
jika ada data lain yang bertentangan dengan temuan.
e. Menggunakan Bahan Referensi
Referensi adalah seseorang yang mendukung informasi yang telah ditemukan
peneliti. Sebaiknya data yang disajikan dalam laporan penelitian didukung dengan
gambar atau dokumen asli untuk meningkatkan kredibilitasnya.>
f. Mengadakan membercheck
Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang
diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan
membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam
penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.
2. Keteralihan (Transferability)
Keteralihan pada dasarnya merupakan validitas eksternal pada penelitian
kualitatif. Tujuan dari keteralihan ini agar orang lain dapay memahami penelitian
kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hal tersebut, maka peneliti

dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang jelas, sistematis, dan

>3 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatifdan R & D,
Cet.XX : Bandung: Alfabeta, 2014.
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dapat dipercaya terkait Analisis Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta
Didik Baru Perspektif Stakeholder Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di
Kota Parepare. Dengan demikian pembaca mengetahui lebih jelas hasil penelitian
yang telah dilakukan serta memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hal
tersebut di tempat lain.>*

3. Ketergantungan (Dependability)

Dalam penelitian kualitatif uji ketergantungan dilakukan dengan cara
melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian, mulai dari sumber
data, pengumpulan data, analisis data, perkiraan temuan dan pelaporan. Pemeriksaan
ini dilakukan berbagai pihak yang ikut meemriksa proses penelitian yang dilakukan
oleh peneliti, agar temuan peneliti dapat dipertahankan dan dipertanggung jawabkan
secara ilmiah.

4. Kepastian (Confirmability)

Pengujian konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji
objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah
disepakati oleh banyak orang. Konfirmabilitas dalam penelitian dilakukan bersamaan
dengan depenbilitas, perbedaannya terletak pada tujuan penilainya. Konfirbilitas
digunakan untuk menilai hasil penelitian. Sedangkan depenbilitas digunakan untuk
menilai proses penelitian, mulai dari pengumpulan data sampai pada bentuk laporan
yang terstruktur dengan baik. Teknik ini digunakan untuk mengadakan pengecekan

kebenaran data hasil penelitian mengenai Analisis Kebijakan Sistem Zonasi dalam

*4Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development, Bandung:
Alfabeta, 2015.

3% Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif.dan R & D,
Cet. XX : Bandung: Alfabeta, 2014.
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Penerimaan Peserta Didik Baru Perspektif Stakeholder Sekolah Menengah Pertama

Negeri (SMPN) Di Kota Parepare.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles
dan Huberman. Berikut uraian penjelasan teknik analisis ini :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah sesuatu yang memfokuskan pada hal penting kemudian
mencari pola dan temanya.> Dengan begitu data yang direduksi akan memberikan
gambaran yang jelas sehingga mempermudah proses penelitian dalam mengumpulkan
data selanjutnya. Pada penelitian ini peneliti melakukan pemilihan, penyederhanaan
dan transfirmasi data dari catatan di lapangan untuk menggolongkan dan
menyusunnya menjadi sistematis. Memilih hal-hal yang penting untuk ditonjolkan.
Memisahkan data dan mengelompokkannya. Adapun langkah-langkah reduksi data
penelitian ini sebagai berikut:

a. Mengelompokkan data berdasarkan sumber: kepala sekolah, panitia PPDB,
orang tua siswa, dokumen juknis, laporan PPDB, dll.

b. Mencari tema utama seperti: pelaksanaan sistem zonasi, kendala dalam
verifikasi domisili, persepsi stakeholder terhadap keadilan sistem zonasi,
peran panitia, dan pemenuhan kuota jalur PPDB.

c. Membuang data yang tidak relevan atau tidak berkaitan langsung dengan
sistem zonasi (misalnya opini umum tentang kualitas pendidikan, jika tidak

dikaitkan langsung dengan zonasi).

> Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif- Dalam Prespektif Rancangan Penelitian,
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012).
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d. Menandai pola atau isu penting yang sering muncul seperti manipulasi KK,

perbedaan pemahaman stakeholder terhadap zonasi, atau dominasi zonasi

dalam kuota penerimaan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah informasi yang tersusun, memberikan kesimpulan dan

tindakan tertentu.”® Melalui hal ini akan didapat serta dipahami apa yang sedang

terjadi dan apa tindakan yang akan dilakukan guna mempermudah langkah

selanjutnya. Pada penelitian ini penyusunan dari yang bersifat kompleks ke bentuk

sistematis. Jenis dan bentuk penyajiannya berupa matriks, grafik dan jaringan, bagan,

dan lain sebagainya.>” Adapun langkah-langkah penyajian data penelitian ini sebagai

berikut:

a.

Menyusun kutipan pernyataan stakeholder dalam bentuk naratif tematik,
misalnya:

“Menurut kepala sekolah, sistem zonasi mampu meminimalisir sekolah
favorit.”

“Orang tua mengeluhkan pembatasan pilihan sekolah meski anak
berprestasi.”

Menyajikan tabel kuantitatif seperti jumlah siswa diterima per jalur (dari
laporan PPDB).

Menyusun matriks perbandingan antara ketentuan dalam juknis dengan
realisasi di lapangan.

Menampilkan data visual seperti grafik atau diagram jika diperlukan untuk

6 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif- Dalam Prespektif Rancangan Penelitian,
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012).

7 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif- Dalam Prespektif Rancangan Penelitian,
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012).
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memperkuat presentasi data, misalnya proporsi siswa per jalur.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada tahap ini kesimpulan awal merupakan nilai sementara dan dapat berubah
apabila tidak lagi ditemukan bukti-bukti yang kuat ataupun mendukung pada tahap
pengumpulan data selanjutnya. Namu, jika data yang ditemukan ditahap awal
didukung dengan bukti yang kuat, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang dapat dipercaya.®® Adapun langkah-langkah penarikan
kesimpulan/verifikasi data penelitian ini sebagai berikut:

a. Menyusun temuan utama seperti “Sistem zonasi diterapkan dominan dan
sesuai juknis, tetapi masih ada manipulasi domisili.” Stakeholder memiliki
persepsi berbeda-beda: pihak sekolah mendukung, orang tua sebagian besar
merasa dirugikan.

b. Melakukan triangulasi antar-sumber data (wawancara, dokumen, observasi)
untuk memastikan validitas.

c. Melakukan refleksi berulang terhadap kesimpulan awal dengan melihat
kembali data mentah jika ditemukan kejanggalan.

d. Merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis, misalnya
perlunya penguatan verifikasi domisili atau peningkatan sosialisasi sistem

zonasi.

8 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif- Dalam Prespektif Rancangan Penelitian,
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012).



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara, peneliti
mendapatkan data mengenai analisis kebijakan system zonasi dalam penerimaan
peserta didik baru perspektif stakeholder sekolah menengah pertama negeri (SMPN)
di Parepare yang mana studi kasus di SMP Negeri 2 Parepare diperoleh dari metode
wawancara dan dokumentasi.

Penyajian data dimaksudkan untuk menyajikan data yang diperoleh dari

penelitian di SMP Negeri 2 Parepare sebagai berikut:

1 Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik
Baru di SMP Negeri 2 Parepare

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di beberapa Sekolah Menengah
Pertama Negeri (SMPN) di Kota Parepare, implementasi kebijakan sistem zonasi
dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menunjukkan dinamika yang cukup
kompleks. Di satu sisi, sekolah-sekolah telah berupaya menjalankan aturan yang
ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui petunjuk teknis
dari Dinas Pendidikan setempat. Hal ini terlihat dari adanya pemetaan wilayah zonasi,
penggunaan sistem daring untuk pendaftaran, serta pembentukan panitia PPDB yang
bertugas menangani seluruh proses secara transparan. Namun, dalam pelaksanaannya,
masih ditemukan beberapa kendala teknis dan sosial. Secara teknis, sebagian sekolah
menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur teknologi, terutama saat pendaftaran

dilakukan secara online. Beberapa orang tua siswa mengalami kesulitan dalam
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mengakses sistem, sehingga masih diperlukan bantuan langsung dari pihak sekolah.
Selain itu, pengelolaan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan bukti domisili juga
menjadi isu yang sering menimbulkan ketegangan antara pihak sekolah dan orang tua
siswa, terutama ketika ditemukan perbedaan data atau dugaan manipulasi domisili.

Dari sisi sosial, observasi mengungkap adanya persepsi berbeda di kalangan
stakeholder. Pihak sekolah, khususnya kepala sekolah dan panitia PPDB, menilai
bahwa sistem zonasi membantu memeratakan akses pendidikan dan mengurangi
dominasi sekolah favorit. Namun, sebagian orang tua merasa bahwa sistem ini
membatasi pilihan pendidikan bagi anak mereka, terutama bagi yang tinggal di
perbatasan zonasi atau yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah dengan fasilitas
dan reputasi lebih baik. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan kualitas antar
sekolah yang belum sepenuhnya teratasi oleh kebijakan zonasi. Selain itu,
keterlibatan stakeholder seperti komite sekolah dan pengawas dari Dinas Pendidikan
juga diamati belum maksimal dalam pengawasan proses PPDB. Beberapa sekolah
terlihat aktif berkoordinasi dengan dinas dan masyarakat, tetapi sebagian lainnya
masih cenderung bekerja secara internal, tanpa melibatkan partisipasi publik secara
menyeluruh. Hal ini berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas kebijakan
zonasi di tingkat pelaksanaan.

Secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun sistem
zonasi telah dijalankan sesuai regulasi, keberhasilannya sangat bergantung pada
kesiapan infrastruktur, kejelasan informasi kepada masyarakat, dan peran aktif semua
stakeholder dalam menjamin keadilan dan transparansi. Temuan ini menjadi bahan
penting untuk menganalisis efektivitas kebijakan serta merumuskan rekomendasi

perbaikan di masa mendatang.
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Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 2 Parepare berjalan
berdasarkan regulasi dari pemerintah pusat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

a. Sosialisasi dari Pemerintah ke Sekolah

Sosialisasi menjadi langkah krusial dalam memastikan keberhasilan
implementasi sistem zonasi. Meskipun sudah ada regulasi pusat yang menjadi
landasan hukum, peran sosialisasi tetap sangat penting untuk menjamin pemahaman
yang menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat dan
orang tua calon peserta didik.

Pemerintah melalui Dinas Pendidikan telah melakukan pengarahan langsung
kepada sekolah-sekolah, termasuk SMP Negeri 2 Parepare. Hal ini dikonfirmasi oleh
Sekretaris PPDB SMPN 2 Parepare, Bapak Hasanuddin, S.Pd, M.Pd, yang
menyatakan bahwa sosialisasi tetap dilaksanakan meskipun regulasi pusat telah ada.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun payung hukum sudah kuat, upaya
diseminasi informasi tetap menjadi prioritas. Hal ini sebagaimana tanggapan

Hasanuddin, S.Pd, M.Pd selaku Sekertaris PPDB SMPN 2 Parepare menjelaskan:

Sosialisasi tentu dilakukan, dan memang sudah ada arahan dari UUD.
Namun, sekalipun tanpa sosialisasi, sistem zonasi tetap diterapkan karena
merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.*®

Berdasarkan wawancara tersebut, sistem zonasi akan tetap diterapkan karena
telah diatur oleh pemerintah pusat dan mengacu pada peraturan perundang-undangan
(UUD). Hal ini menekankan kekuatan hukum dari regulasi di tingkat pusat yang
menjadi dasar implementasi di daerah. Namun, ini juga menggarisbawahi pentingnya

sosialisasi agar masyarakat memahami bukan hanya keberadaan aturan, tetapi juga

>Hasanuddin. Sekertaris PPDB SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6
November 2024.
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mekanisme dan tujuan sistem zonasi secara komprehensif. Tanpa sosialisasi yang
efektif, potensi kebingungan dan misinterpretasi di kalangan masyarakat dapat
meningkat.

Inisiatif sosialisasi tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari pihak
sekolah. SMP Negeri 2 Parepare melakukan sosialisasi melalui berbagai media, baik
secara langsung maupun melalui media digital. Ketua PPDB, Bapak Asrullah, S.Pd,

menjelaskan saluran-saluran sosialisasi yang digunakan:

“Tentu melalui media sosial, kedua melalui WhatsApp atau telepon ke
panitia, dan juga mencantumkan zonasi di website sekolah.”®

Berdasarkan wawancara tersebut, informasi terkait sistem zonasi, termasuk
hal-hal teknis PPDB, disampaikan melalui media sosial, WhatsApp/telepon ke
panitia, dan website resmi sekolah. Pendekatan multi-saluran ini bertujuan untuk
memastikan informasi mudah diakses oleh calon peserta didik dan orang tua melalui
platform yang paling nyaman bagi mereka. Ini mencerminkan komitmen sekolah
terhadap keterbukaan informasi dan pelayanan yang responsif dalam proses PPDB.

Meskipun demikian, efektivitas sosialisasi masih perlu dievaluasi lebih lanjut.
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang tua masih kurang memahami
jalur-jalur penerimaan yang tersedia. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara
informasi yang disampaikan dengan tingkat pemahaman yang diterima oleh
masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih tepat sasaran

dan interaktif untuk memastikan pesan tersampaikan secara efektif.

0Asrullah. Ketua PPDB SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6 November
2024.
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b. Jalur Penerimaan dan Persyaratan

Secara operasional, sekolah menerapkan sistem zonasi berdasarkan tiga jalur
penerimaan, yaitu zonasi, afirmasi, dan prestasi. Zonasi: 50-60% dari total kuota,
mensyaratkan domisili sesuai zona minimal satu tahun yang dibuktikan dengan Kartu
Keluarga. Afirmasi: 10%, diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga tidak
mampu dan/atau mengalami perpindahan orang tua karena pekerjaan. Prestasi: 30—
40%, berdasarkan capaian akademik/non-akademik melalui peringkat dan bukti
sertifikat. Persyaratan yang ditetapkan untuk calon peserta didik jalur zonasi adalah
memiliki domisili dalam radius zona sekolah minimal satu tahun yang dibuktikan
dengan Kartu Keluarga, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hasanuddin, S.Pd, M.Pd

selaku Sekertaris PPDB SMPN 2 Parepare bahwa:

Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain ijazah Sekolah Dasar, Kartu
Keluarga yang menunjukkan domisili di sekitar sekolah dan telah menetap
kurang lebih satu tahun atau 12 bulan. Meskipun dalam UUD disebutkan
enam bulan, tetapi Dinas Pendidikan mengarahkan minimal satu tahun.
Selain itu, nilai rapor semester 4 sampai 6 dan akta kelahiran juga diperlukan
untuk menyesuaikan usia peserta didik®

Berdasarkan wawancara tersebut, persyaratan administrasi yang harus
dipenuhi oleh calon peserta didik dalam proses penerimaan siswa baru, khususnya
melalui system zonasi atau lainnya. Beberapa dokumen yang wajib disertakan antara
lain: [jazah Sekolah Dasar, Kartu Keluarga (KK) yang menunjukkan bahwa domisili
berada di sekitar sekolah dan telah berdomisili minimal 1 tahun (meskipun aturan
nasional hanya mensyaratkan 6 bulan, tetapi dinas pendidikan menetapkan kebijakan
lebih ketat), nilai rapor semester 4-6, serta akta kelahiran untuk mencocokkan usia

calon siswa. Pernyataan ini menekankan pentingnya keakuratan data dan kesesuaian

®1Hasanuddin. Sekertaris PPDB SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6
November 2024.
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dokumen untuk memastikan proses seleksi berjalan adil dan sesuai ketentuan.

Dalam penelitian ini, analisis dokumen dilakukan untuk memperkuat temuan
lapangan dan memberikan gambaran objektif terhadap implementasi kebijakan sistem
zonasi dalam PPDB. Dokumen yang dianalisis dipilih berdasarkan relevansi langsung
terhadap proses, aturan, dan hasil penerimaan peserta didik baru tahun ajaran
2023/2024. Adapun spesifikasi dokumen yang dianalisis adalah sebagai berikut:

1) Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB Tahun Ajaran 2023/2024

Dokumen ini merupakan acuan utama dalam pelaksanaan sistem
zonasi di tingkat SMP. Juknis PPDB memuat ketentuan tentang jalur
zonasi, jarak tempat tinggal, kuota masing-masing jalur (zonasi, afirmasi,
perpindahan orang tua, dan prestasi), serta prosedur pendaftaran. Analisis
terhadap juknis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sekolah-
sekolah di Parepare telah menerapkan kebijakan sesuai dengan regulasi
yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

Tabel 4.1 Jumlah Peserta Didik Baru Berdasarkan Jalur PPDB 2023/2024

Jalur Penerimaan | Jumlah Siswa

Prestasi 62

Afirmasi 9

Pindah Tugas 4

Anak Guru 3

Nakes COVID 6

Zonasi 280

Total 354




2)

3)
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Mayoritas peserta didik baru diterima melalui jalur zonasi
(79,1%), sesuai dengan amanat Juknis PPDB yang menetapkan jalur
zonasi sebagai jalur utama. Jalur prestasi menempati posisi kedua dengan
kontribusi sekitar 17,5%. Jalur afirmasi dan jalur khusus lainnya (pindah
tugas, anak guru, nakes COVID) hanya mengisi porsi kecil dari total
penerimaan, menunjukkan masih terbatasnya distribusi peserta dari
kelompok rentan atau kategori khusus.

Struktur kepanitiaan juga sudah mencerminkan pembagian tugas
yang fungsional, namun sebagian posisi dalam seksi-seksi teknis belum
tercantum nama petugasnya, yang berpotensi menimbulkan kendala dalam
tanggung jawab operasional PPDB. Pembagian peran ini penting dalam
mendukung transparansi dan akuntabilitas proses penerimaan siswa baru.
Kartu Keluarga (KK) Calon Peserta Didik

KK digunakan sebagai dokumen pembuktian domisili peserta
didik, yang menjadi syarat utama dalam jalur zonasi. Peneliti menganalisis
dokumen KK untuk memahami bagaimana data tempat tinggal digunakan
dalam menentukan kelayakan zonasi, serta menelaah kemungkinan
terjadinya penyalahgunaan dokumen atau perubahan domisili yang tidak
sesuai kenyataan. Dokumen ini menjadi krusial untuk menilai validitas
penerapan sistem berdasarkan lokasi tempat tinggal.

Laporan Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2023/2024

Laporan ini berisi data nama peserta didik yang diterima, jalur

penerimaan yang digunakan, serta jumlah kuota yang terisi di masing-

masing jalur. Adapun hasil Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun



2023/2024 sebagai berikut.
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Tabel 4.2 Laporan Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2023/2024

Tahun Total Kelas | Total Kelas | Total Kelas | Total
Ajaran VII VI IX Keseluruhan
2021/2022 | 287 siswa 325 siswa 376 siswa | 988 siswa
2022/2023 318 siswa 315 siswa 293 siswa | 926 siswa
2023/2024 | 324 siswa 328 siswa 348 siswa 1.000 siswa

Terjadi fluktuasi jumlah siswa, dengan penurunan pada tahun

2022/2023, kemudian peningkatan signifikan pada tahun ajaran
2023/2024. Hal ini mencerminkan adanya dinamika dalam penerimaan
dan kelulusan siswa, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kebijakan
PPDB maupun kapasitas daya tampung sekolah.

Selain persyaratan jalur, sekolah juga telah menetapkan jumlah Rombongan

Belajar (Rombel) dan jumlah maksimal siswa per kelas berdasarkan kapasitas fisik

dan sumber daya yang tersedia. Ketua PPDB SMPN 2 Parepare yaitu Bapak Asrullah,

S.Pd. menyampaikan:

“Untuk sekolah saat ini selalu 10 rombel dengan jumlah kelasnya 30 orang
maksimal 32.7¢

Berdasarkan wawancara tersebut, SMPN 2 Parepare memiliki 10 rombongan
belajar (rombel), yang berarti terdapat 10 kelompok kelas yang dibuka setiap tahun
ajaran baru. Setiap rombel diisi oleh 30 hingga maksimal 32 siswa. Informasi ini

krusial untuk menggambarkan daya tampung sekolah dan menjadi acuan dalam

62Asrullah. Ketua PPDB SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6 November
2024.
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proses penerimaan siswa baru agar tidak melebihi kuota yang ditetapkan. Ini
memastikan proses belajar mengajar tetap efektif dan kondusif dengan rasio guru-
siswa yang proporsional.

Penyesuaian daya tampung menunjukkan bahwa sekolah memperhatikan
aspek proporsionalitas dan kenyamanan belajar. Namun, ketidakseimbangan antara
permintaan dan kapasitas sering kali menjadi kendala dalam penerimaan jalur zonasi
karena keterbatasan rombel di wilayah padat penduduk.

c. Permasalahan dalam Pelaksanaan Kebijakan Zonasi

Implementasi sistem zonasi di SMP Negeri 2 Parepare tidak lepas dari
berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan khusus. Tiga kendala utama
yang teridentifikasi adalah kurangnya pemahaman orang tua, manipulasi dokumen
(khususnya Kartu Keluarga), dan kendala dalam pendaftaran online.

Permasalahan utama dalam pelaksanaan sistem zonasi di SMP Negeri 2
Parepare adalah kurangnya pemahaman orang tua, manipulasi dokumen seperti KK,
dan kendala dalam pendaftaran online. Ketua PPDB SMPN 2 Parepare yaitu Bapak

Asrullah, S.Pd. menyampaikan:

Banyak orang tua berpikir dengan membuat data palsu terkait kartu keluarga
sehingga kami melakukan pengecekan, jika data berubah kami melakukan
klarifikasi.®?

Berdasarkan wawancara tersebut, masih banyak orang tua yang mencoba
memanipulasi data, khususnya Kartu Keluarga (KK), untuk mengakali sistem zonasi
saat mendaftarkan anak ke sekolah. Karena itu, pihak sekolah melakukan verifikasi

dan pengecekan secara menyeluruh terhadap data tersebut, dan apabila ditemukan

83 Asrullah. Ketua PPDB SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6 November
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adanya perubahan atau kejanggalan, maka akan dilakukan klarifikasi langsung. Hal
ini menunjukkan upaya sekolah dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam
proses penerimaan siswa baru serta mencegah kecurangan administratif.

Untuk mengatasi kendala tersebut, sekolah menyediakan layanan bantuan
secara daring maupun luring, termasuk pendampingan bagi orang tua siswa yang
kesulitan menggunakan teknologi, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak

Hasanuddin selaku Sekertaris PPDB SMPN 2 Parepare bahwa:

“Sekolah menyiapkan layanan bantuan untuk memfasilitasi pendaftaran
bantuan.”®*

Berdasarkan wawancara tersebut, sekolah menyediakan layanan khusus untuk
membantu proses pendaftaran, terutama bagi calon peserta didik yang membutuhkan
bantuan, seperti dalam hal teknis atau administratif. Layanan ini bertujuan untuk
mempermudah akses dan memastikan tidak ada siswa yang kesulitan dalam proses
pendaftaran, terutama di tengah sistem online atau zonasi yang bisa membingungkan
sebagian orang tua. Ini mencerminkan komitmen sekolah dalam memberikan
pelayanan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Analisis mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan bahwa
SMP Negeri 2 Parepare sangat berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan
tertib administratif. Namun, juga terlihat adanya fleksibilitas kebijakan yang
diperlukan, terutama untuk kondisi khusus seperti siswa dari keluarga tidak mampu
atau yang mengalami masalah keluarga. Sekretaris PPDB SMPN Negeri 2 Parepare
yakni Bapak Hasanuddin, S.Pd, M.Pd mencontohkan respons sekolah terhadap situasi

tersebut:

®Hasanuddin. Sekertaris PPDB SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6
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“Ada siswa yang tidak mampu dan baru pindah, sementara bantuan siswa
belum bisa diberikan, maka sekolah akan tetap memberikannya.”®®

Berdasarkan wawancara tersebut, inisiatif sekolah untuk membantu
membiayai kebutuhan siswa dari keluarga tidak mampu yang baru pindah dan belum
mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah. Hal ini menggarisbawahi
komitmen sekolah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan, terutama bagi
siswa dalam kondisi sulit, serta mencerminkan nilai kepedulian dan tanggung jawab
sosial lembaga pendidikan terhadap peserta didiknya.

Kepala sekolah juga menyampaikan bahwa keberhasilan pendidikan tidak
hanya diukur dari siapa yang masuk, tetapi bagaimana pendidik membentuk siswa
tersebut. Hal ini sebagaimana Ibu Dra. Nasriah B, M.Pd sebagai kepala sekolah

SMPN 2 Parepare menjelaskan bahwa:

“Ada siswa tidak mampu dan baru pindah dan biaya siswa tidak bisa
diberikan maka sekolah akan memberikannya.’’®®

Berdasarkan wawancara tersebut, jika ada siswa dari keluarga tidak mampu
yang baru pindah dan belum bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari
pemerintah, maka pihak sekolah akan mengambil inisiatif untuk membantu
membiayai kebutuhan siswa tersebut. Ini menunjukkan komitmen sekolah dalam
mendukung pemerataan akses pendidikan, terutama bagi siswa yang berada dalam
kondisi sulit, serta mencerminkan nilai kepedulian dan tanggung jawab sosial
lembaga pendidikan terhadap peserta didiknya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 2

Parepare telah berjalan sesuai regulasi pusat dengan upaya sosialisasi yang dilakukan

®Hasanuddin. Sekertaris PPDB SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6
November 2024.
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oleh pemerintah dan sekolah. Meskipun terdapat tantangan dalam pemahaman
masyarakat dan upaya manipulasi data, sekolah menunjukkan komitmen kuat dalam
menegakkan aturan dan memberikan layanan bantuan. Fleksibilitas dan kepedulian
sekolah terhadap kondisi khusus siswa dari keluarga tidak mampu juga menjadi aspek
positif yang menonjol. Tantangan utama terletak pada peningkatan efektivitas
sosialisasi dan pengawasan data untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam

setiap proses PPDB.

2 Pandangan Stakeholder terhadap Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi
di SMP Negeri 2 Parepare

Stakeholder internal SMP Negeri 2 Parepare, yang terdiri dari Sekretaris
PPDB, Ketua PPDB, dan Kepala Sekolah, memiliki pandangan yang kompleks
terhadap sistem zonasi. Mereka memahami tujuan pemerataan yang diemban oleh
kebijakan ini, namun juga merasakan dampak negatifnya, terutama terhadap sekolah

yang sebelumnya dikenal sebagai sekolah unggulan.

a. Pandangan dari Internal Sekolah
Stakeholder internal sekolah mengemukakan bahwa sistem zonasi membatasi
ruang gerak sekolah unggulan untuk menjaring siswa berprestasi. Sekretaris dan
Ketua PPDB menganggap sistem ini menurunkan semangat kompetisi siswa.
Sekretaris PPDB SMPN 2 Parepare yakni Bapak Hasanuddin, S.Pd, M.Pd

memberikan penilaian kritis terhadap sistem zonasi:

Pendapat saya sistem ini ditiadakan saja, karena jika saya disuruh memilih
saya pilih tidak karena siswa tidak memiliki persaingan dan dorongan untuk
belajar karena menganggap bahwa saya akan tetap diterima karena dekat
dari rumah.®’

®’Hasanuddin. Sekertaris PPDB SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6
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Berdasarkan wawancara tersebut, menyatakan bagi kesekertaris PPDB, sistem
zonasi menciptakan mentalitas "otomatis diterima" di kalangan siswa. Ketika
penerimaan didasarkan semata pada jarak tempat tinggal, siswa cenderung kurang
termotivasi untuk belajar lebih giat atau berjuang menunjukkan prestasi. Ini
berpotensi menurunkan kualitas input siswa secara keseluruhan dan menghilangkan
dorongan internal siswa untuk bersaing secara akademis demi mendapatkan tempat di
sekolah favorit atau unggulan. Saran untuk menghapus sistem zonasi ini
mencerminkan kekhawatiran mendalam terhadap erosi budaya kompetisi yang
sebelumnya menjadi pendorong peningkatan kualitas siswa.

Ketua PPDB SMPN 2 Parepare, Bapak Asrullah, S.Pd, memiliki pandangan
yang lebih nuansa, mengakui adanya plus dan minus dari sistem zonasi tergantung

pada perspektif sekolah.

Menururt saya system ini memiliki plus dan minusnya Ketika zonasi baik
untuk sekolah non unggal tetapi bagi sekolah seperti SMP 2 justru kami
mendapatkan dampak negatifnya, karena dibatasi dengan zonasi maka
sehingga siswa yang mau masuk dengan jalur prestasi terbatas siswa yang
kami terima tidak sepenuhnya memiliki prestasi yang, minus bagi kami
sekolah unggulan plus bagi sekolah non unggulan.®®

Berdasarkan wawancara tersebut, dampak asimetris sistem zonasi. Bagi
sekolah non-unggulan, zonasi dinilai positif karena memberi mereka kesempatan
untuk menerima siswa dari wilayah terdekat yang sebelumnya mungkin cenderung
memilih sekolah favorit. Ini membantu pemerataan distribusi siswa dan potensi
pengembangan sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang diminati. Namun, bagi
SMPN 2 Parepare sebagai sekolah unggulan, sistem ini justru membawa dampak

negatif. Pembatasan zonasi membatasi penerimaan siswa berprestasi dari luar zona,

68 Asrullah. Ketua PPDB SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6 November
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yang pada gilirannya menurunkan kualitas input siswa. Akibatnya, sekolah unggulan
tidak dapat sepenuhnya mempertahankan standar akademik tinggi seperti
sebelumnya, karena tidak semua siswa yang diterima memiliki latar belakang prestasi
yang kuat. Hal ini menimbulkan dilema antara tujuan pemerataan akses dan upaya
menjaga kualitas serta reputasi sekolah.

Kepala Sekolah SMPN 2 Parepare, Ibu Dra. Nasriah B, M.Pd, memberikan
perspektif yang lebih adaptif dan berfokus pada peran pendidik. Ia menekankan
bahwa guru harus siap menerima siswa dari berbagai latar belakang dan berinovasi

untuk mengembangkan potensi mereka.

Kami sebagai pendidik harus siap menerima siswa dari berbagai latar
belakang. Tantangannya adalah bagaimana guru mampu memoles siswa-
siswa tersebut agar berkembang menjadi siswa yang berprestasi, bahkan jika
mereka datang dari lingkungan yang sebelumnya kurang mendukung.®®

Berdasarkan wawancara tersebut, guru sebagai pendidik harus memiliki sikap
terbuka dan siap menerima siswa dari beragam latar belakang sosial dan akademik.
Tantangan terbesar bagi guru adalah bagaimana mengembangkan dan membimbing
siswa-siswa tersebut agar bisa tumbuh dan berprestasi, terutama bagi mereka yang
berasal dari lingkungan yang kurang mendukung secara pendidikan atau motivasi.
Hal ini menuntut guru untuk memiliki kemampuan dan strategi pengajaran yang
adaptif dan inklusif, sehingga setiap siswa dapat mencapai potensi terbaiknya
meskipun awalnya menghadapi kendala.

Ibu Dra. Nasriah B, M.Pd sebagai kepala sekolah SMPN 2 Parepare juga

menambahkan:

Sistem zonasi memang membatasi, tetapi bukan alasan bagi guru untuk
menyerah. Kami harus menciptakan peluang di tengah keterbatasan. Zonasi

®Nasriah B. Kepala Sckolah SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6
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sebaiknya tetap ada, tetapi kuota jalur prestasi juga harus diperluas agar
tidak menghambat semangat belajar anak-anak yang memiliki potensi.”

Berdasarkan wawancara tersebut, zonasi sebaiknya tetap ada untuk tujuan
pemerataan, namun perlu diiringi dengan perluasan kuota jalur prestasi. Hal ini
penting untuk menjaga semangat belajar siswa berprestasi dan memastikan mereka
tetap memiliki kesempatan masuk ke sekolah unggulan tanpa terhambat oleh batasan
geografis. Keseimbangan antara kedua prinsip ini dianggap krusial untuk
menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas. Ia kembali menegaskan

harapannya:

Saya berharap sistem zonasi tetap memberikan ruang bagi siswa berprestasi
dari luar zona. Jika tidak diatur secara seimbang, sekolah unggulan akan
kehilangan daya saing. Zonasi sebaiknya tetap diberlakukan, namun kuota
jalur prestasi perlu diperluas agar tidak menghambat semangat belajar
peserta didik yang memiliki potensi.”

Berdasarkan wawancara tersebut, menyampaikan harapan agar sistem zonasi
tetap diberlakukan sebagai upaya pemerataan pendidikan, namun dengan penyesuaian
yang memberikan ruang lebih luas bagi siswa berprestasi dari luar zona. Narasumber
khawatir jika aturan zonasi terlalu ketat tanpa memperhatikan jalur prestasi, maka
sekolah unggulan akan kehilangan kualitas dan daya saingnya. Oleh karena itu, ia
menekankan pentingnya memperluas kuota jalur prestasi agar siswa yang memiliki
potensi akademik tetap termotivasi dan mendapat kesempatan untuk belajar di

sekolah favorit, sehingga sistem zonasi tidak menghambat semangat belajar dan

perkembangan bakat mereka.

"Nasriah B. Kepala Sekolah SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6
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b. Pandangan Orang Tua Siswa
Adapun tanggapan orang tua siswa SMPN 2 Parepare terkait bagaimana
mendefinisikan sistem zonasi berdasarkan pengalaman anda dalam melaksanakan

PPDB di SMP Negeri 2 Parepare.

Menurut saya, sistem zonasi adalah sistem penerimaan siswa baru yang
berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah. Dalam pengalaman saya di
SMPN 2 Parepare, sistem ini lebih mengutamakan anak-anak yang tinggal
dekat dengan sekolah agar lebih mudah mengakses pendidikan.”?

Pernyataan wawancara tersebut menunjukkan bahwa informan memahami
sistem zonasi sebagai kebijakan penerimaan peserta didik baru yang
mempertimbangkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. Berdasarkan
pengalamannya di SMPN 2 Parepare, sistem ini dinilai memberikan prioritas kepada
siswa yang berdomisili di sekitar sekolah. Tujuan utamanya, menurut informan,
adalah untuk memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di
lingkungan terdekat, sehingga mereka tidak perlu menempuh jarak jauh untuk
bersekolah.

Sebagian besar orang tua merasa bahwa sistem zonasi menghambat akses
anak mereka untuk bersekolah di sekolah unggulan, meskipun anak-anak mereka
memiliki prestasi. Mereka juga menyampaikan keberatan terhadap sistem pendaftaran
online yang dinilai tidak ramah pengguna. Orang tua siswa yaitu Rini Asmarani

menilai sistem zonasi tidak adil karena membatasi siswa berprestasi dari luar zona:

“Kurang mendukung karena peserta didik yang memiliki prestasi sulit
memasuki sekolah unggulan.””?

Berdasarkan wawancara tersebut, mencerminkan pandangan bahwa sistem

zonasi yang terlalu kaku mengabaikan meritokrasi (kemampuan dan prestasi). Orang

72 Sagiman. Orang Tua Siswa SMPN 2 Parepare, Wawancara di Ujung Baru, 20 Juli 2025.
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tua merasa bahwa anak mereka yang memiliki kemampuan tinggi namun berada di
luar zona sekolah unggulan, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan
yang dianggap lebih baik. Hal ini menimbulkan persepsi ketidakadilan dan
kekhawatiran akan penurunan kualitas lingkungan belajar di sekolah unggulan karena
tidak dapat menjaring siswa terbaik dari berbagai wilayah.

Orang tua siswa yakni bapak Sagiman menanggapi mengenai kebijakan
sekolah menerima peserta didik paling sedikit 90% dari total jumlah peserta didik

yang diterima sesuai domisili pada radius zona terdekat sekolah.

Saya setuju dengan kebijakan itu karena memang seharusnya anak-anak yang
tinggal dekat sekolah diberi prioritas. Tapi, kadang kasihan juga anak-anak
dari luar zona yang nilainya bagus tapi tidak bisa masuk karena kebijakan
zonasi ini.’

Pernyataan ini mengungkapkan bahwa informan mendukung kebijakan
penerimaan peserta didik berdasarkan zonasi karena dinilai adil bagi anak-anak yang
tinggal dekat dengan sekolah. Mereka dianggap layak diprioritaskan karena aksesnya
lebih mudah. Namun, informan juga menyadari adanya sisi kurang adil dari kebijakan
ini, terutama bagi siswa dari luar zona yang memiliki prestasi akademik baik tetapi
tidak diterima karena terbatasnya kuota zonasi. Hal ini menunjukkan dilema antara
pemerataan akses dan penghargaan terhadap prestasi.

Adapun pandangan bapak Sagiman sebagai orang tua siswa SMPN 2 Parepare
terkait penerbitan kartu keluarga calon peserta didik yang diterbitkan 6 bulan sebelum
pelaksanaan PPDB itu telah efektif dilakukan sebagai syarat penerimaan peserta didik

baru.

Menurut saya sudah cukup efektif untuk mencegah manipulasi data. Tapi
kadang masih ada keluarga yang baru pindah dan jadi tidak bisa mendaftar
karena KK-nya belum cukup umur, ini yang mungkin perlu solusi lebih

74Rini Asmarani. Orang Tua Siswa SMPN 2 Parepare, Wawancara di Cempae, 18 November
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fleksibel.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa informan menganggap ketentuan
penerbitan Kartu Keluarga (KK) minimal enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB
sudah cukup efektif untuk mencegah kecurangan, seperti manipulasi data domisili.
Namun, ia juga mengkritisi bahwa aturan ini bisa menyulitkan keluarga yang pindah
domisili secara sah dalam waktu dekat sebelum PPDB, karena anak mereka tidak
dapat mendaftar ke sekolah terdekat akibat usia KK yang belum memenuhi syarat.
Oleh karena itu, informan menyarankan agar kebijakan tersebut dibuat lebih fleksibel
untuk mengakomodasi kondisi tertentu.

Berbeda dengan pandangan Ibu Rini Asmarani sebagai orang tua siswa

menilai syarat kartu keluarga tidak efektif.

Memang tidak efektif, karena sebagian besar orang tua sudah
mempersiapkan anaknya sejak satu tahun sebelumnya untuk masuk ke SMP
favorit. Proses pendaftaran secara daring menyulitkan; kami lebih
menginginkan sistem luring. Bukan berarti menolak perkembangan zaman,
tetapi pendaftaran secara luring dinilai lebih akurat.’”®

Berdasarkan wawancara tersebut, persyaratan domisili berdasarkan Kartu
Keluarga (KK) selama periode tertentu kurang efektif karena banyak yang telah
merencanakan dan mempersiapkan anak mereka untuk masuk ke sekolah favorit jauh
sebelumnya. Mereka melihat ini sebagai pembatasan yang menghalangi pilihan.
Selain itu, proses pendaftaran online dianggap menyulitkan, terutama bagi orang tua
yang kurang familiar dengan teknologi. Meskipun mengakui perkembangan zaman,
mereka berpendapat bahwa pendaftaran offline lebih akurat dan meminimalisir
kesalahan teknis. Ini menunjukkan adanya gap digital dan kebutuhan akan sistem

yang lebih ramah pengguna atau opsi pendaftaran alternatif.
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Tanggapan bapak Sagiman sebagai orang tua siswa tentang yang menjadi
kendala bagi anda dalam memenuhi persyaratan penerimaan peserta didik dalam

memenuhi persyaratan di setiap jalur penerimaan peserta didik baru.

Kadang kendalanya soal dokumen yang belum lengkap atau belum sesuai
aturan, misalnya KK yang belum cukup 6 bulan atau surat pindah orang tua
yang belum tersedia. Ini membuat beberapa orang tua merasa kesulitan.”’

Pernyataan ini menjelaskan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi
orang tua dalam proses PPDB adalah terkait kelengkapan dan kesesuaian dokumen
administratif. Beberapa dokumen, seperti Kartu Keluarga (KK) yang belum berusia
enam bulan atau surat pindah orang tua yang belum tersedia, sering menjadi
hambatan. Hal ini menyebabkan orang tua kesulitan dalam memenuhi persyaratan
yang telah ditetapkan, sehingga proses pendaftaran menjadi tidak lancar dan
menimbulkan kekhawatiran akan tertolaknya pendaftaran anak mereka.

Sebagian besar orang tua menilai bahwa jalur penerimaan yang dibedakan

justru membatasi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak:

“Kurang efektif karena jalur dipisah. Menurut saya semua anak punya
peluang masuk jalur 1.8

Berdasarkan wawancara tersebut, orang tua menginginkan kesetaraan
kesempatan yang lebih besar. Mereka merasa bahwa pemisahan jalur (zonasi,
prestasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua) justru menciptakan kompleksitas dan
berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Harapan mereka adalah semua anak memiliki
peluang yang sama untuk masuk melalui satu jalur utama yang transparan, tanpa

dibatasi oleh kategori-kategori tertentu. Ini mengindikasikan keinginan untuk
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penyederhanaan sistem dan fokus pada prinsip persaingan yang lebih merata.
Tanggapan Bapak Sagiman mengenai penetapan yang ditetapkan sekolah dan
pemerintah tentang sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru

sekarang.

Saya memahami tujuannya baik, yaitu pemerataan akses pendidikan. Tapi
masih perlu perbaikan terutama dalam pelaksanaannya agar lebih adil dan
tidak menyulitkan masyarakat yang berada di perbatasan zona.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa informan menyadari maksud positif dari
kebijakan sistem zonasi, yaitu untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan bagi
semua siswa. Namun, ia menilai bahwa pelaksanaan kebijakan ini masih memiliki
kelemahan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan antara zona
satu sekolah dengan sekolah lain. Mereka kerap mengalami kebingungan atau
kesulitan dalam menentukan sekolah tujuan karena posisi rumah yang tidak jelas
masuk dalam zona mana. Oleh karena itu, menurut informan, sistem ini perlu
diperbaiki agar lebih adil dan tidak merugikan kelompok tertentu.

Tanggapan Rini Asmarani sebagai orang tua siswa memberikan sarannya

bahwa:

“Menurut saya Hapuskan saja jalur zonasi karena anak-anak butuh berjuang
untuk masuk ke sekolah favorit. Zonasi tidak efektif.”s°

Berdasarkan wawancara tersebut, mengungkapkan penolakan tegas terhadap
sistem zonasi, dengan alasan bahwa zonasi menghilangkan semangat kompetisi dan
perjuangan siswa untuk masuk ke sekolah favorit. Menurut narasumber, sistem ini
dianggap tidak efektif karena lebih menekankan pada jarak tempat tinggal daripada
prestasi atau kemampuan siswa. Dengan dihapusnya jalur zonasi, diharapkan seleksi

masuk sekolah kembali berbasis merit atau prestasi, sehingga anak-anak termotivasi

79 Sagiman. Orang Tua Siswa SMPN 2 Parepare, Wawancara di Ujung Baru, 20 Juli 2025.
80Rini Asmarani. Orang Tua Siswa SMPN 2 Parepare, Wawancara di Cempae, 18 November
2024.
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untuk belajar dan bersaing secara sehat demi mendapatkan tempat di sekolah
unggulan.

Bapak Sagiman juga memberikan tanggapannya tentang saran terkait sistem
zonasi ini.

Saya sarankan agar pemerintah dan sekolah lebih fleksibel dalam menerapkan

aturan, khususnya untuk siswa yang benar-benar berprestasi atau yang tinggal

di perbatasan zona. Sosialisasi juga perlu ditingkatkan, dan daya tampung
sekolah sebaiknya ditambah.®

Pernyataan ini mengandung masukan konstruktif dari informan agar kebijakan
zonasi dalam PPDB diterapkan dengan lebih fleksibel, terutama bagi siswa
berprestasi dan mereka yang tinggal di wilayah perbatasan zona. Informan menilai
bahwa aturan yang terlalu kaku dapat menghambat akses pendidikan yang adil bagi
kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan
sosialisasi agar informasi kebijakan lebih mudah dipahami oleh masyarakat, serta
perlunya penambahan daya tampung sekolah untuk mengakomodasi jumlah pendaftar
yang tinggi dan mengurangi penolakan siswa karena keterbatasan kuota.

Secara umum, pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 2 Parepare
telah dilaksanakan sesuai aturan pemerintah dengan sosialisasi dan penyesuaian
administratif yang baik. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini menghadirkan
tantangan signifikan terutama bagi sekolah unggulan dan siswa berprestasi dari luar
zona. Pandangan stakeholder menunjukkan bahwa sistem ini perlu dievaluasi untuk
mencapai pemerataan pendidikan tanpa mengorbankan mutu dan semangat

berkompetisi siswa.

81 Sagiman. Orang Tua Siswa SMPN 2 Parepare, Wawancara di Ujung Baru, 20 Juli 2025.
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B. Pembahasan Hasil Penelitian
Pembahasan ini akan menganalisis hasil penelitian mengenai implementasi
kebijakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 2 Parepare. Adapun pembahasan hasil

penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru
di SMP Negeri 2 Parepare

Pendidikan di Indonesia diakui sebagai hak fundamental setiap warga negara,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2.
Pasal-pasal ini secara tegas menyatakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan
pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, serta kewajiban negara untuk
menyelenggarakannya. Amanat konstitusional ini menjadi landasan filosofis yang
kuat bagi setiap kebijakan pendidikan yang dirumuskan di Indonesia.

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi mulai
dikenal luas dan diterapkan secara nasional sejak pertengahan tahun 2017. Kebijakan
ini diprakarsai oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu, Muhadjir
Effendi, sebagai sebuah "terobosan" dan "upaya percepatan" dalam mewujudkan
pemerataan mutu pendidikan dengan menggunakan pendekatan geospasial. Sebelum
adopsi kebijakan zonasi, sistem PPDB di Indonesia sebagian besar masih berpusat
pada pemilihan peserta didik berdasarkan prestasi akademik. Pendekatan ini,
meskipun bertujuan untuk menghargai merit individu, seringkali justru memperburuk
ketimpangan yang sudah ada di masyarakat yang secara inheren tidak setara, seperti
yang diungkapkan oleh Young bahwa meritokrasi dalam konteks ketidaksetaraan
dapat menciptakan disparitas baru yang didasarkan pada perbedaan kemampuan yang

muncul dari kondisi individu atau kelompok yang berbeda.
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Tujuan utama dari kebijakan zonasi ini adalah untuk mengatasi
ketidakmerataan akses layanan pendidikan yang berkualitas, yang sebelumnya
banyak dipengaruhi oleh sistem seleksi berbasis prestasi akademik murni. Selain itu,
zonasi juga bertujuan untuk menghapus stigma "sekolah favorit" yang menyebabkan
penumpukan siswa di sekolah tertentu dan kekurangan siswa di sekolah lain. Dengan
demikian, pemerintah memperkenalkan sistem zonasi sebagai upaya langsung untuk
mengatasi masalah-masalah tersebut, menandai pergeseran fundamental dalam
pendekatan kebijakan pendidikan dari penekanan pada seleksi berbasis prestasi
menuju penekanan pada pemerataan dan keadilan dalam akses pendidikan.
Pergeseran paradigma ini merupakan respons strategis terhadap masalah fundamental
dalam sistem pendidikan Indonesia sebelum tahun 2017, yaitu ketimpangan akses dan
kualitas yang diakibatkan oleh sistem seleksi berbasis prestasi murni dan fenomena
"sekolah favorit".

a. Pelaksanaan Kebijakan dan Sosialisasi
Hasil Penelitan SMP Negeri 2 Parepare menunjukkan bahwa
pelaksanaan kebijakan zonasi di SMP Negeri 2 Parepare didasarkan pada
regulasi pemerintah pusat (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia). Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan ke sekolah

dan dilanjutkan oleh sekolah melalui berbagai media (media sosial,

WhatsApp, telepon, dan website sekolah). Meskipun demikian, ditemukan

bahwa pemahaman orang tua masih kurang mengenai jalur-jalur penerimaan,

menunjukkan adanya kesenjangan antara informasi yang disampaikan dan

yang diterima.
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Temuan ini selaras dengan teori implementasi kebijakan publik.
Edward III menekankan pentingnya komunikasi yang jelas, konsisten, dan
komprehensif agar kebijakan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan
baik.® Kurangnya pemahaman orang tua di SMP Negeri 2 Parepare
mengindikasikan bahwa aspek komunikasi dalam sosialisasi belum
sepenuhnya efektif. Ahli pendidikan menjelaskan bahwa kurangnya sosialisasi
yang efektif adalah salah satu penyebab utama kegagalan implementasi
kebijakan zonasi. Mereka berpendapat bahwa sosialisasi tidak hanya sebatas
menyampaikan aturan, tetapi juga harus mencakup tujuan filosofis kebijakan
tersebut (pemerataan akses dan kualitas).®

Permasalahan kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat yang
rendah merupakan isu yang konsisten ditemukan dalam berbagai penelitian
terdahulu mengenai PPDB zonasi. Penelitian Tiyara Junika, studi kasus di
Yogyakarta, Padang Panjang juga menunjukkan bahwa disinformasi atau
kurangnya informasi yang memadai menjadi hambatan signifikan.®* Hal ini
menunjukkan bahwa tantangan sosialisasi bukan hanya spesifik di Parepare,
melainkan masalah nasional yang memerlukan strategi komunikasi yang lebih

adaptif dan interaktif.

82Nurnaningsih. "Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (EBPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau." Administratio Jurnal Ilmiah
Ilmu Administrasi Negara (2024): 143-150.

8Nurul Yagin. "Manajemen Lembaga Pendidikan Islam." Madinah: Jurnal Studi Islam 3.2
(2016): 93-105.

89Tiyara Junika. "Manajemen Peserta Didik dalam Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi di
Sekolah Menengah Atas Negeri | Padang Panjang." (2022).
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b.Jalur Penerimaan dan Persyaratan

Berdasarkan hasil Penelitian SMP Negeri 2 Parepare menjelaskan
bahwa SMP Negeri 2 Parepare menerapkan tiga jalur penerimaan: zonasi (50—
60%), afirmasi (10%), dan prestasi (30—40%). Persyaratan domisili jalur
zonasi adalah minimal satu tahun yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga
(KK), lebih ketat dari ketentuan undang-undang (6 bulan) namun sesuai
arahan dinas pendidikan setempat. Sekolah juga menetapkan daya tampung 10
rombongan belajar (rombel) dengan 30-32 siswa per kelas.

Distribusi kuota jalur di SMP Negeri 2 Parepare secara umum sesuai
dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, yang menetapkan kuota minimal
untuk zonasi, afirmasi, dan maksimal untuk perpindahan tugas orang tua, serta
memberikan fleksibilitas untuk jalur prestasi. Penyesuaian syarat domisili
menjadi 1 tahun oleh dinas pendidikan setempat menunjukkan upaya daerah
untuk memperkuat validitas data dan mencegah manipulasi, sejalan dengan
prinsip akuntabilitas dalam implementasi kebijakan. Dari sisi pemerataan
akses pendidikan, penetapan rombel dan jumlah siswa per kelas menunjukkan
upaya sekolah untuk menjaga kualitas proses pembelajaran dengan rasio guru-
siswa yang proporsional, meskipun ketidakseimbangan permintaan dan
kapasitas masih menjadi kendala.

Kebijakan domisili KK minimal 1 tahun untuk jalur zonasi telah
menjadi isu krusial dalam berbagai penelitian. Banyak studi menemukan

adanya manipulasi data Kartu Keluarga sebagai upaya orang tua mengakali
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sistem zonasi.?> Penyesuaian durasi domisili oleh Dinas Pendidikan Parepare
menjadi 1 tahun, meskipun berbeda dari ketentuan pusat, bisa jadi merupakan
respons lokal terhadap maraknya manipulasi data, yang juga ditemukan
sebagai masalah di SMP Negeri 2 Parepare. Ini menunjukkan bahwa adaptasi
kebijakan di tingkat daerah seringkali diperlukan untuk mengatasi tantangan
spesifik di lapangan.

c. Permasalahan dalam Pelaksanaan Kebijakan Zonasi

Berdasarkan hasil Penelitian SMP Negeri 2 Parepare menjelaskan
bahwa ada tiga kendala utama yang teridentifikasi adalah kurangnya
pemahaman orang tua, manipulasi dokumen (Kartu Keluarga), dan kendala
dalam pendaftaran online. Sekolah berupaya mengatasi ini dengan verifikasi
KK dan menyediakan layanan bantuan pendaftaran (daring dan luring).
Menariknya, sekolah juga menunjukkan fleksibilitas dan kepedulian dengan
membantu siswa tidak mampu atau yang baru pindah, menunjukkan
komitmen terhadap aksesibilitas pendidikan.

Permasalahan manipulasi data KK dan kurangnya pemahaman orang
tua merupakan cerminan dari tantangan dalam implementasi kebijakan yang
kurang didukung oleh pengawasan dan sanksi yang tegas, serta masih adanya
gap digital literasi di kalangan masyarakat. Hal ini seringkali dibahas oleh
para ahli sebagai kelemahan dalam desain kebijakan zonasi itu sendiri jika
tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas sekolah secara merata dan

penegakan aturan yang ketat. Inisiatif sekolah membantu siswa kurang

8Qhuraydillah, et al. eds. "Kebijakan Zonasi dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Warga
Negara (Studi Kasus Sistem Zonasi SMA Negeri 1 dan 3 Semarang)." Journal of Politic and
Government Studies 14.1 (2024): 360-373.
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mampu sejalan dengan prinsip pemerataan akses dan keadilan sosial dalam
pendidikan, melampaui sekadar kepatuhan administrasi.®

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu. Manipulasi
data domisili adalah masalah endemik yang ditemukan di banyak daerah
seperti penelitian Muhammad Octavian dan Laila Kholid tentang kebijakan
zonasi dalam pemenuhan hak Pendidikan warga negara di SMA Negeri 1 dan
3 Semarang. Kesulitan pendaftaran online juga seringkali muncul sebagai
kendala teknis, terutama di daerah dengan infrastruktur internet terbatas atau
literasi digital yang rendah.?” Konsistensi masalah ini menunjukkan bahwa
meskipun kebijakan zonasi bertujuan mulia, hambatan teknis dan perilaku
adaptif masyarakat (termasuk upaya manipulasi) merupakan tantangan yang
harus diantisipasi dan diatasi secara sistematis di tingkat nasional maupun

daerah.

2. Pandangan Stakeholder terhadap Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di
SMP Negeri 2 Parepare

Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) di SMP Negeri 2 Parepare memicu beragam pandangan dari para pemangku
kepentingan. Perbedaan perspektif ini mencerminkan kompleksitas kebijakan yang
bertujuan untuk pemerataan pendidikan, namun di sisi lain, menimbulkan tantangan
dalam pelaksanaannya, terutama bagi sekolah yang dikenal unggulan dan siswa

berprestasi.

8 Agus Danugroho. Pendidikan dalam kacamata ketahanan nasional. Vol. 1. Jejak Pustaka,
2022.

8Qhuraydillah, et al. eds. "Kebijakan Zonasi dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Warga
Negara (Studi Kasus Sistem Zonasi SMA Negeri 1 dan 3 Semarang)." Journal of Politic and
Government Studies 14.1 (2024): 360-373.
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a. Pandangan dari Internal Sekolah

Stakeholder internal SMPN 2 Parepare termasuk Sekretaris PPDB,
Ketua PPDB, dan Kepala Sekolah menunjukkan pandangan yang beragam
namun kritis terhadap kebijakan zonasi. Secara umum, mereka memahami
tujuan utama kebijakan, yaitu pemerataan akses pendidikan, namun mereka
juga menggarisbawahi berbagai dampak negatifnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Sekretaris PPDB SMPN 2 Parepare
menilai bahwa sistem zonasi menurunkan motivasi belajar karena siswa
merasa akan diterima otomatis hanya karena faktor jarak. Hal ini menciptakan
mentalitas pasif yang dapat menurunkan kualitas peserta didik. Ketua PPDB
SMPN 2 Parepare menyatakan bahwa zonasi menguntungkan sekolah non-
unggulan, tetapi merugikan sekolah unggulan seperti SMPN 2 Parepare
karena dibatasi dalam menjaring siswa berprestasi dari luar zona. Kepala
Sekolah SMPN 2 Parepare menekankan pentingnya peran guru dalam mengelola
keberagaman kemampuan siswa akibat sistem zonasi. la mendukung zonasi dengan
catatan kuota jalur prestasi diperluas agar tetap menjaga semangat dan kualitas
akademik.

b. Pandangan Orang Tua Siswa

Orang tua dan calon peserta didik merupakan pemangku kepentingan
yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan zonasi. Berdasarkan
pandangan orang tua siswa, mereka tidak setuju dengan zonasi karena
menghambat akses siswa berprestasi ke sekolah unggulan, menciptakan
ketidakadilan, dan mengabaikan meritokrasi. Mereka juga mengkritisi

pelaksanaan sistem daring yang dinilai menyulitkan. Menganggap syarat KK
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1 tahun tidak efektif dan pendaftaran online menyulitkan (lebih memilih
offline). Menilai pemisahan jalur penerimaan kurang efektif dan semua anak
seharusnya memiliki peluang masuk yang sama. Akan tetapi ada juga yang
menganggap syarat KK efektif untuk menghindari manipulasi data. Beberapa
orang tua menyarankan zonasi dihapuskan agar siswa kembali berjuang
masuk sekolah favorit. Ada pula masukan terkait fleksibilitas aturan KK dan
ketentuan domisili yang perlu disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.
Pandangan stakeholder ini mencerminkan dilema utama dalam kebijakan
zonasi yaitu antara prinsip pemerataan akses dan prinsip meritokrasi/kualitas.
Sekretaris dan Orang Tua siswa menekankan pentingnya meritokrasi dan dampak
negatif zonasi terhadap semangat kompetisi, sejalan dengan kritikan penelitian
Rohmatillah ef al., yang menyatakan zonasi dapat menurunkan motivasi siswa
berprestasi dan menyebabkan sekolah unggulan kehilangan daya saing.®®
Ketua PPDB mencerminkan pandangan ahli yang melihat dampak asimetris
zonasi itu positif untuk sekolah non-unggulan dalam pemerataan, tetapi negatif untuk
sekolah unggulan dalam hal input siswa. Kepala Sekolah menunjukkan pemahaman
mendalam tentang tujuan pemerataan (menerima berbagai latar belakang siswa) dan
adaptasi peran guru, namun tetap menekankan perlunya keseimbangan dengan jalur
prestasi untuk menjaga kualitas. Hal ini selaras dengan argumen Yahya et al., yang
menyarankan modifikasi zonasi agar tidak sepenuhnya mengesampingkan prestasi.®
Pandangan stakeholder di SMP Negeri 2 Parepare sangat paralel dengan hasil

penelitian di berbagai daerah. Kekhawatiran akan penurunan kualitas input siswa di

8Rohmatillah, ef al. eds. "Peningkatan Kualitas Madrasah terhadap Sistem Zonasi MTs.
Nurul Huda Sedati Sidoarjo." Jurnal Administrasi Pendidikan Islam 2.2 (2020): 141-156.

89Yahya Mof, et al. eds. "Peningkatan Mutu Pendidikan (Upaya Mengurangi Disparitas Mutu
Pendidikan di Kota Banjarmasin)." Aswaja Pressindo (2020).
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sekolah unggulan dan terhambatnya kesempatan siswa berprestasi adalah keluhan

umum dari pihak sekolah dan orang tua di banyak studi kasus. Penolakan terhadap

sistem zonasi dari orang tua yang menganggapnya tidak adil bagi siswa berprestasi

serta permintaan untuk memperluas jalur prestasi. Hal ini mengindikasikan bahwa

meskipun niat pemerataan positif, implementasi zonasi seringkali menimbulkan

ketidakpuasan signifikan di kalangan stakeholder yang merasa hak anak berprestasi

dibatasi.

Secara komparatif, pelaksanaan kebijakan zonasi di SMP Negeri 2 Parepare

mencerminkan tantangan universal yang melekat pada kebijakan zonasi PPDB di

Indonesia.

a)

b)

¢)

Konsistensi dengan Regulasi Pusat

SMP Negeri 2 Parepare secara administratif telah mengikuti kerangka
Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 terkait jalur dan kuota. Namun, adanya
penyesuaian durasi domisili menunjukkan fleksibilitas lokal dalam merespons
tantangan spesifik, yang mana hal ini umum terjadi dalam implementasi
kebijakan di daerah.

Tantangan Implementasi

Permasalahan sosialisasi yang belum optimal, manipulasi data KK, dan
kendala pendaftaran online adalah benang merah yang menghubungkan
pengalaman SMP Negeri 2 Parepare dengan penelitian terdahulu di berbagai
wilayah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa variabel komunikasi dan sumber
daya (termasuk literasi digital masyarakat) dalam teori implementasi
kebijakan masih menjadi hambatan krusial di lapangan.

Dilema Pemerataan vs. Kualitas/Meritokrasi
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Hasil penelitian ini secara jelas mengilustrasikan dilema utama kebijakan

zonasi: upaya untuk mencapai pemerataan akses pendidikan (sesuai tujuan

kebijakan) seringkali berbenturan dengan persepsi penurunan kualitas dan
semangat meritokrasi, terutama di sekolah-sekolah yang sebelumnya dikenal
unggulan. Pandangan Sekretaris dan Ketua PPDB, serta orang tua, secara
eksplisit menyoroti dampak negatif zonasi terhadap motivasi siswa dan
kualitas input. Di sisi lain, pandangan Kepala Sekolah yang lebih adaptif
menunjukkan komitmen terhadap prinsip pemerataan, namun tetap
menginginkan ruang bagi prestasi.

d) Peran Sekolah sebagai Pelaksana

SMP Negeri 2 Parepare menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan

aturan (verifikasi KK) sekaligus kepedulian sosial (membantu siswa tidak

mampu). Ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya
bergantung pada regulasi, tetapi juga pada karakteristik implementor dan
kapasitas adaptasi organisasi dalam merespons kondisi lapangan.

Singkatnya, meskipun kebijakan zonasi di SMP Negeri 2 Parepare telah
dilaksanakan sesuai regulasi, ia tidak terlepas dari permasalahan yang umum terjadi
di banyak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan mulia pemerataan akses
pendidikan masih perlu disempurnakan dengan strategi sosialisasi yang lebih efektif,
penegakan aturan yang lebih ketat terhadap manipulasi data, serta evaluasi terhadap
porsi jalur prestasi agar semangat kompetisi dan kualitas pendidikan tetap terjaga,
khususnya di sekolah-sekolah yang telah memiliki reputasi baik.

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn

menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa
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faktor utama, seperti standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar

pelaksana, karakteristik agen pelaksana, lingkungan eksternal, dan kecenderungan

pelaksana.®® Dalam konteks SMPN 2 Parepare, beberapa elemen penting dari model

ini tampak mempengaruhi hasil pelaksanaan zonasi:

a.

Komunikasi dan Sosialisasi

Walaupun sekolah sudah melakukan sosialisasi, tetapi beberapa orang tua
mengeluhkan kurangnya kejelasan dan akses terhadap informasi yang relevan,
terutama terkait sistem daring dan jalur penerimaan. Ini menunjukkan
lemahnya komunikasi vertikal dan horizontal antara pembuat kebijakan dan
pelaksana di tingkat sekolah serta masyarakat, sebagaimana digarisbawahi
oleh Van Meter dan Van Horn sebagai faktor kritis keberhasilan kebijakan.
Sumber Daya dan Kesiapan Sistem

Persoalan teknis seperti kendala pada sistem pendaftaran daring serta syarat
administratif (KK minimal 6 bulan) menunjukkan keterbatasan dalam aspek
sumber daya dan dukungan teknis. Ini menghambat efektivitas implementasi,
terutama di kalangan orang tua yang tidak familiar dengan sistem daring.
Karakteristik Agen Pelaksana

Sikap adaptif kepala sekolah dalam menyikapi sistem zonasi menunjukkan
adanya upaya dari pelaksana kebijakan untuk menyesuaikan diri dengan
tantangan baru. Namun, penolakan dari sebagian guru atau staf PPDB
terhadap prinsip zonasi menunjukkan belum seragamnya dukungan terhadap
implementasi kebijakan, yang dalam teori Van Meter dan Van Horn

merupakan hambatan internal yang signifikan.

9OVan Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). "The Policy Implementation Process: A

Conceptual Framework." Administration & Society, 6(4), 445-488.
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d. Lingkungan Sosial dan Kultural

Lingkungan masyarakat yang masih menilai sekolah unggulan sebagai tujuan

utama pendidikan membuat kebijakan zonasi tidak diterima secara utuh. Hal

ini menyebabkan resistensi dari masyarakat, terutama orang tua siswa, yang
lebih menginginkan seleksi berbasis prestasi.®*

Temuan penelitian di SMP Negeri 2 Parepare konsisten dengan berbagai studi
terdahulu di berbagai daerah Indonesia, menyoroti dua sisi kebijakan zonasi PPDB
meskipun efektif dalam memperluas akses lokal dan pemerataan, kebijakan ini sering
kali melemahkan sekolah unggulan dengan membatasi penerimaan siswa berprestasi
dari luar zona. Penelitian di Iriany, et al., menemukan bahwa sekolah favorit seperti
SMPN 1 Garut mengalami dampak negatif dari sistem zonasi, terutama dalam
membatasi hak siswa berprestasi untuk masuk ke sekolah unggulan. Sebaliknya,
sekolah non-unggulan melihat manfaat dari peningkatan akses lokal.*?

Penelitian Tawakkal dan Saiful juga mencatat adanya resistensi dari sekolah
unggulan karena pembatasan zonasi, serta strategi adaptasi oleh pelaksana kebijakan
yang sering mengabaikan aturan zonasi.”®* Penelitian Cahyani et al., menunjukkan
bahwa sosialisasi yang kurang optimal dan ketidaksiapan teknis seperti infrastruktur
dan sistem online menyebabkan ketidakpuasan orang tua dan orang tua siswa terkait

jalur mitra dan jalur inklusif.®* Penelitian Yusdi Aman menjelaskan pengelolaan

9IKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Petunjuk Teknis PPDB
Tahun Ajaran 2023/2024, Jakarta: Kemendikbud, 2023.

%[riany, et al. eds. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di
Kabupaten Garut." Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik 11.2 (2020): 15-20.

9Tawakkal dan Saiful. "Resistensi Sekolah Eks-Unggulan Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi
Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan." Jurnal
Administrasi Terapan 2.2 (2023): 340-453.

9Cahyani, et al. eds. "Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru
tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya." Jurnal Syntax Transformation 1.3 (2020): 1-6.
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PPDB yang baik, pengawasan, dan dual-mode (offline dan online) pendaftaran justru
menjadi kekuatan dalam mengelola zonasi dengan lebih inklusif.*> Hal ini berpadu
serupa dengan masukan orang tua siswa di SMPN 2 Parepare yang menginginkan
proses pendaftaran offline serta menyebut syarat administratif KK 6 bulan sebagai
kendala yang memerlukan fleksibilitas. Penelitian Yudis Aman menemukan bahwa
walau zonasi memperluas akses pendidikan, masih terjadi ketimpangan kualitas antar
sekolah. Kurangnya pemahaman masyarakat juga menimbulkan resistensi terhadap
kebijakan zonasi.?® Ini sesuai dengan kondisi di Parepare, stakeholder khawatir bahwa
zonasi bisa menurunkan kualitas input siswa di sekolah unggulan, sementara bagi
orang tua hal ini terlihat mengabaikan meritokrasi akademik.

Pandangan stakeholder di SMPN 2 Parepare mengungkap bahwa meskipun
tujuan pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi dapat dipahami, pelaksanaannya
masih menghadapi berbagai hambatan baik teknis maupun sosial. Kebijakan ini
dinilai menguntungkan sekolah non-unggulan, tetapi dapat melemahkan kualitas
sekolah unggulan bila tidak diimbangi dengan perluasan jalur prestasi. Merujuk pada
model Van Meter dan Van Horn, penting untuk memperbaiki aspek komunikasi,
fleksibilitas pelaksanaan, serta keterlibatan stakeholder secara menyeluruh dalam
implementasi kebijakan zonasi agar tidak hanya meratakan akses pendidikan, tetapi
juga menjaga mutu dan semangat kompetisi yang sehat. Implikasi terhadap kebijakan
pendidikan dan manajemen pendidikan Islam menunjukkan bahwa sistem zonasi,

meskipun dirancang untuk mewujudkan keadilan pendidikan sebagaimana nilai-nilai

%Rohmah, et al. eds. "Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan
Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Mlonggo Jepara." Jawda: Journal of Islamic Education
Management 1.1 (2021): 25-34.

%Yusdi Aman. Analisis Zonasi Pendidikan Sma Negeri Di Kota Makassar. Makassar:
Universitas Hasanuddin, 2020.
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Islam tentang kesetaraan akses dan pemerataan, belum sepenuhnya mencerminkan
keadilan substantif di lapangan. Temuan ini menekankan pentingnya integrasi nilai-
nilai kejujuran (sidg) dan tanggung jawab sosial (mas'iliyyah) dalam praktik
pendaftaran, serta perlunya penguatan literasi digital dan verifikasi administratif agar

sistem dapat berjalan dengan lebih adil dan efektif.



Tabel 4.3 Komparasi Pandangan Stakeholder terkait Kebijakan Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Parepare

Stakeholder Pandangan terhadap Dampak Positif Permasalahan yang Saran dan Harapan
Sistem Zonasi yang Diakui Dirasakan
Kepala Sekolah | Sistem zonasi perlu Mendorong guru Menghambat sekolah Zonasi tetap ada, tapi
(Nasriah B., disertai inovasi guru. lebih adaptif terhadap | unggulan menjaring jalur prestasi perlu
M.Pd) Tidak bisa hanya dilihat | siswa dari latar siswa berprestasi. diperluas.
dari kualitas input. belakang beragam.
Sekretaris PPDB | Sistem ini menurunkan Pemerataan akses Menurunkan motivasi Zonasi sebaiknya
(Hasanuddin, daya saing siswa dan pendidikan (secara belajar, siswa tidak dihapus agar siswa
S.Pd, M.Pd) menciptakan mental prinsip). merasa perlu berprestasi. | tetap berkompetisi.
“pasti diterima”.
Ketua PPDB Sistem zonasi memiliki Sekolah non- Sekolah unggulan Perlu evaluasi proporsi

(Asrullah, S.Pd)

sisi positif dan negatif

tergantung jenis sekolah.

unggulan
diuntungkan karena
dapat menerima siswa

lokal.

kehilangan siswa

prestasi dari luar zona.

jalur zonasi dan

prestasi.
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Orang Tua (Rini

Menolak zonasi, lebih

Tidak merasakan

Anak berprestasi tidak

Hapus sistem zonasi.

Asmarani) mendukung seleksi manfaat. bisa masuk sekolah Kembalikan ke seleksi
berdasarkan prestasi. favorit. Pendaftaran prestasi dan sistem
daring menyulitkan. luring.
Orang Tua Mendukung zonasi untuk | Mencegah manipulasi | Keluarga pindahan tidak | Perlu fleksibilitas
(Sagiman) anak-anak yang tinggal KK, mendekatkan bisa mendaftar karena aturan, sosialisasi

dekat sekolah, tapi
kasihan siswa berprestasi

luar zona.

akses.

KK baru.

ditingkatkan, dan daya

tampung diperluas.
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BABV
PENUTUP

B. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan
berbagai stakeholder di SMP Negeri 2 Parepare, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Parepare secara umum
telah mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat. Hal ini tercermin dari
pelaksanaan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan, penyampaian informasi melalui
media sosial dan website sekolah, serta penetapan jalur penerimaan (zonasi,
afirmasi, dan prestasi) dengan prosedur yang cukup jelas. Namun, kendala
seperti manipulasi domisili dan rendahnya literasi digital dalam pendaftaran
daring masih menjadi tantangan utama. Sekolah telah merespons hal ini dengan
menyediakan layanan bantuan pendaftaran dan menunjukkan fleksibilitas
administratif terhadap kondisi sosial ekonomi tertentu.

2. Pandangan para stakeholder terhadap kebijakan sistem zonasi cenderung kritis
dan beragam. Ketua dan sekretaris PPDB menilai bahwa sistem ini menurunkan
motivasi belajar dan membatasi kesempatan siswa berprestasi dari luar zona.
Kepala sekolah menekankan pentingnya adaptasi guru untuk menerima semua
latar belakang siswa sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan moral.
Sementara itu, sebagian besar orang tua merasa kebijakan ini tidak adil karena
keterbatasan akses berbasis wilayah dan kesulitan dalam sistem daring.
Implikasi terhadap kebijakan pendidikan dan manajemen pendidikan Islam

menunjukkan bahwa sistem zonasi, meskipun dirancang untuk mewujudkan
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keadilan pendidikan sebagaimana nilai-nilai Islam tentang kesetaraan akses dan
pemerataan, belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif di lapangan.
Temuan ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai kejujuran (sidg) dan
tanggung jawab sosial (mas'iliyyah) dalam praktik pendaftaran, serta perlunya
penguatan literasi digital dan verifikasi administratif agar sistem dapat berjalan
dengan lebih adil dan efektif.
C. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai
berikut:

1. Kepada Pemerintah/Dinas Pendidikan, diharapkan untuk menyediakan pelatihan
literasi digital bagi orang tua secara periodik di setiap kecamatan, terutama
menjelang masa PPDB, bekerja sama dengan sekolah dan komunitas lokal dan
membentuk satuan tugas verifikasi domisili, yang melibatkan unsur RT/RW dan
tokoh masyarakat untuk mencegah praktik manipulasi alamat.

2. Bagi pihak sekolah, perlu membentuk tim layanan bantuan PPDB yang khusus
menangani kendala pendaftaran daring, dengan pendampingan langsung di
lokasi sekolah maupun di kelurahan.

3. Kepada Orang Tua Siswa, diharapkan meningkatkan pemahaman terhadap
tujuan sistem zonasi sebagai upaya pemerataan akses pendidikan, serta berperan
aktif dalam sosialisasi dan pelatihan digital yang diadakan.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi dampak sistem
zonasi terhadap motivasi belajar siswa, baik di sekolah unggulan maupun
sekolah non-unggulan, guna mengetahui konsekuensi jangka panjang dari

kebijakan ini terhadap kualitas pembelajaran.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
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Lampiran 1. Pedoman Observasi

Hari/Tanggal
Waktu
Lokasi Observasi

Observer

:08.00 - 12.30
: SMP Negeri 2 Parepare

: Anisa Apriliyani

A. Fokus Observasi

: 25 Oktober 2024 — 23 November 2024

No | Fokus yang | Indikator yang Diamati Teknik Keterangan
Diamati Observasi
1 Sarana dan - Ruang/loket pelayanan | Observasi Dicatat kondisi
Prasarana pendaftaran - Akses langsung dan fisik,
Pendukung internet/Wi-Fi sekolah - | dokumentasi kelengkapan,
PPDB Papan pengumuman, dan kemudahan
banner, atau media akses
sosialisasi lainnya
2 | Pelaksanaan - Jadwal dan bentuk Observasi Catat metode
Sosialisasi kegiatan sosialisasi - kegiatan dan dan tingkat
Zonasi Media yang digunakan dokumen partisipasi
(pamflet, media sosial, (undangan, foto, | warga
pertemuan wali murid, video)
dll.) - Kehadiran orang
tua atau masyarakat
3 | Proses - Alur pendaftaran Observasi Perhatikan
Pendaftaran (offline/online) - langsung saat kecepatan
dan Verifikasi | Ketersediaan petugas - pelaksanaan layanan, kendala
Prosedur pemeriksaan PPDB teknis
domisili - Antrean atau
hambatan yang muncul
4 | Respons - Sikap kepala sekolah Observasi Dapat
Stakeholder dan panitia terhadap interaksi dan dilengkapi
Sekolah aturan zonasi - Upaya perilaku dengan catatan
dalam mengatasi kendala | stakeholder lapangan

teknis dan sosial -
Tindakan dalam kasus
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manipulasi data domisili

5 | Interaksi - Pendampingan petugas

dengan Orang | kepada orang tua -

Tua/Wali Keluhan yang

Murid disampaikan orang tua -
Dukungan terhadap

sistem zonasi

Observasi
interaksi di
ruang layanan

Amati ekspresi,
nada suara, serta
tanggapan
petugas

- Kejujuran dalam
verifikasi data - Keadilan

6 | Penerapan
Nilai-nilai

Manajemen dalam penerimaan siswa
Pendidikan - Tanggung jawab dan
Islam pelayanan

Observasi
terhadap sikap
petugas dan
kebijakan yang
diterapkan

Catat nilai-nilai
etik dan moral
yang
ditampilkan
dalam praktik

B. Catatan Lapangan

1) Situasi lingkungan saat PPDB
2) Kendala yang tidak terduga
3) Inisiatif kreatif pihak sekolah

4) Reaksi spontan stakeholder atau orang tua

C. Dokumentasi Pendukung

1) Data Perkembangan Siswa 3 Tahun Terakhir

2) Struktur Kepanitian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berserta Tugasnya
3) Data Banyaknya Peserta Didik Yang Diterima Pada Tahun Ajaran 2023/2024

4) Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Susunan Kepanitian Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB)

5) Surat Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

6) Daftar Nama Guru Menurut Surat Keputusan (SK) Berdasarkan Pangkat

Golongan Dan Jabatan

7) Foto Lingkungan Sekolah

Vil




Lampiran 2. Pedoman Wawancara

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS TARBIYAH JI. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131

Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN |

NAMA MAHASISWA :  ANISA APRILIYANI

NIM :19.1900.026

FAKULTAS : TARBIYAH

PRODI : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

JUDUL : ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI

DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PERSPEKTIF STAKEHOLDER SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA
A. Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Pendidik

1. Apakah sudah ada sosialisasi secara langsung dari pemerintah ke sekolah terkait
dengan kebijakan sistem zonasi ?

2. Apakah sekolah sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar terkait
kebijakan ini ? Jika sudah dengan metode apa ?

3. Menurut anda apakah sistem zonasi itu ?

4. Sejak kapan diberlakukan sistem zonasi disekolah ini ?

5. Apakah sekolah telah menerima peserta didik paling sedikit 90% dari total jumlah

peserta didik yang diterima sesuai domisili pada radius zona terdekat sekolah ?
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Apa saja syarat yang harus dipenuhi calon peserta didik sebelum pelaksanaan
PPDB sesuai dengan radius zona terdekat sekolah ?

Mengapa kartu keluarga calon peserta didik harus diterbitkan 6 bulan sebelum
pelaksanaan PPDB ?

Apakah sekolah memperhatikan ketersediaan daya tampung sesuai dengan usia
anak ketika melaksanakan PPDB ?

Berapa daya tampang sekolah ?

Untuk wilayah, wilayah mana sajakah yang termasuk dalam zona ?

Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung sekolah dalam
memperhatikan ketersediaan daya tampung sesuai dengan usia anak dalam
pelaksanaan PPDB ?

Apakah sekolah memiliki kebijakan tersendiri terkait PPDB ? Jika ada apa itu ?
Dalam pengembilan keputusan kebijakan tersebut hasil bersama (panitia/guru dan
pemerintah) ?

Jalur apa saja yang disediakan sekolah dalam penerimaan peserta didik baru ?
Kriteria apa saja yang menjadi persyaratan peserta didik dalam memenuhi
persyaratan disetiap jalur penerimaan pesrta didik yang ada ?

Apakah ada hambatan atau masalah dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi ?
Jika ada bagaimana cara menyelesaikannya ?

Apa saran anda mengenai sistem zonasi ini ?

Masyarakat (Orang Tua Siswa)

. Bagaimana anda mendefinisikan sistem zonasi berdasarkan pengalaman anda

dalam melaksanakan PPDB di SMP Negeri 2 Parepare?

Apakah ada kesulitan dari sosialisasi tersebut atau anda sudah terbantu, sudah
cukup ?

Bagaimana pendapat anda mengenai kebijakan sekolah menerima peserta didik
paling sedikit 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima sesuai domisili

pada radius zona terdekat sekolah ?



4. Apakah penerbitan kartu keluarga calon peserta didik yang diterbitkan 6 bulan
sebelum pelaksanaan PPDB itu telah efektif dilakukan sebagai syarat penerimaan
peserta didik baru ?

5. Bagaiaman pendapat anda mengenai jumlah daya tampung sekolah ?

6. Bagaimana tanggapan anda mengenai penetepan yang ditetapkan sekolah dan
pemerintah tentang sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru
sekarang ?

7. Apa yang menjadi kendala bagi anda dalam memenuhi persyaratan penerimaan
peserta didik dalam memenuhi persyaratan disetiap jalur penerimaan peserta didik
baru?

8. Bagaimana tanggapan anda mengenai jalur — jalur yang telah disediakan sekolah
dalam penerimaan peserta didik baru ?

9. Apa saran anda terkait sistem zonasi ini ?
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Lampiran 3. Transkip Wawancara

Wawancara dengan sekertaris PPDB

1.

Apakah sudah ada sosialisasi secara langsung dari pemerintah ke sekolah terkait
dengan kebijakan sistem zonasi?

“Sosialisasi, pasti ada dan arahan dari UUD walaupun tanpa ada sosilaisasi pasti
diterapkan karena ada aturan dari pemerintah pusat tentang system ZONASI”
Apakah sekolah sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar terkait
kebijakan ini ? Jika sudah dengan metode apa ?

“Apakah sekolah melakukan sosialiasi denga masyrahkat dalam bentuk
disampaikan di undang orang tua siswa dalam rangka penerimaan siswa baru,
selanjutnya melalui surat untuk sekolah dasar”

Menurut anda apakah sistem zonasi itu ?

“Menurut saya, ppdb zonasi ada mendahulukan siswa yang diterima di sekitar
sekolah.”

Sejak kapan diberlakukan sistem zonasi disekolah ini ?

“disekolah ini sudah lama tetapi aturan pemerintah baru belaku sejak 3 tahun
sedangkan SMP 2 sejak dulu mendahulukan zonasi walau tidak ada aturan”
Apakah sekolah telah menerima peserta didik paling sedikit 90% dari total
jumlah peserta didik yang diterima sesuai domisili pada radius zona terdekat
sekolah ?

“Sekolah menerapkan zonasi Berdasarkan uud yang berlaku”

Apa saja syarat yang harus dipenuhi calon peserta didik sebelum pelaksanaan
PPDB sesuai dengan radius zona terdekat sekolah ?

“Memiliki domisili sesuai sekitar disekolah dan berada kurang lebih 1 tahun/12
bulan, walau di UUD hanya 6 bulan tetapi arahan yang dikeluarkan dinas
Pendidikan 1 tahun”

Apakah sekolah memperhatikan ketersediaan daya tampung sesuai dengan usia
anak ketika melaksanakan PPDB ?

(134 2

iya
Berapa daya tampung sekolah ?

“sesuai zona, smp 2 11 kelas, zonasi sekitar 50% dari jalur afirmasi dan prestasi
(6 kelas dari zonasi)”

Apakah sekolah memiliki kebijakan tersendiri terkait PPDB ? Jika ada apa itu ?
“tentunya ada disamping tidak melanggar aturan yang berlaku secara nasional
contohnya ada siswa tidak mampu dan baru pindah dan biaya siswa tidak bisa
diberikan maka sekolah akan memberikannya, selanjutnya jika ada siswa yang
pindah karena bermasalah dengan orang tua maka sekolah akan memberikan
kebijakan atau kemudahan untuk memasuki sekolah dengan jalur zonasi”
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15.

Dalam pengembilan keputusan kebijakan tersebut hasil bersama (panitia/guru
dan pemerintah) ?

“Semua keputusan ini dirundingkan dengan panitia pelaksana ppd, kepala
sekolah dan staf guru itulah yang menjadi penentu dari sebuah kebijakan”

Jalur apa saja yang disediakan sekolah dalam penerimaan peserta didik baru ?
“zonasi, prestasi, afirmassi”

Kriteria apa saja yang menjadi persyaratan peserta didik dalam memenuhi
persyaratan disetiap jalur penerimaan pesrta didik yang ada ?

“Kriteria zonasi minimal berada di sekitar zona minimal 1 tahun dibuktikan kartu
keluarga, afirmasi 10% ditentukan oleh perpindahan tempat kerja orang tua,
prestasi ditentukan prestasi akademik dan non akademik dan tetap melalui
perengkingan dan kuota yang tersedia prestasi yang diterima 40%”

Apakah ada hambatan atau masalah dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi ?
Jika ada bagaimana cara menyelesaikannya ?

“Dalam pelaksanaan ppdb, kadang ada orang tua tidak memahami jika anaknya
tidak di terima di jalur apapun karena tidak memenuhi kriteria yang ada itulah
masalah yang biasa di hadapi solusinya disampaikan dengan baik dan dirahkan
dengan sekolah dekat dengan rumah”

Bagaimana sekolah yang tidak bisa akses online apakah sekolah menyediakan
sarana? “untuk membanru, iya sekolah menyiapkan layanan bantuan untuk
memfasilitasi pendafataran bantuan saya sudah berada menjadi ppdb 30 tahun”
Apa saran anda mengenai sistem zonasi ini ?

“Apa saran bapak mengenai system zonasi, pendapat saya system ini ditiadakan
saja, karena jika saaya disuruh memilih saya pilih tidak karena siswa tidak
memiliki persaingan dan dorongan untuk belajar karena menganggap bahwa saya
aakan tetap diterima karena dekat dari rumah.”

Kepala sekolah
Tugas seorang pendidik jika yang masuk kurang bagus dan bisa mengeluarkan siswa
yang bagus maka disitu keberhasilan seorang pendidik.

Wawancara ketua PPDB

1.

Apakah sudah ada sosialisasi secara langsung dari pemerintah ke sekolah terkait
dengan kebijakan sistem zonasi ?

“iya karena sebelum melaksanakan sesuatu pasti ada perintah dari dinas
Pendidikan atau pemerintah, tentu sebelum ppd adanya sosialisi bukan hanya
zonasi tetapi ada prestasi dan afirmasi sesuai dengan aturan
KEMENDIKBUDRISTEK kuota kuota jalur ini di bagi rata secara proporsional,
jadi untuk pertanyaan apakah ada sosialisasi tentu”
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Apakah sekolah sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar terkait
kebijakan ini ? Jika sudah dengan metode apa ?

“tentu melalui media social, kedua melalui whatsap atau telfon ke panitia, dan
juga mencantumkan zonasi di website sekolah.”

Menurut anda apakah sistem zonasi itu ? Menurut bapak bagaimana system
sonasi?

“menururt saya system ini memiliki plus dan minusnya Ketika zonasi baik untuk
sekolah non unggal tetapi bagi sekolah seperti SMP 2 justru kami mendapatkan
dampak negatifnya, karena dibatasi dengan zonasi maka sehingga siswa yang
mau masuk dengan jalur prestasi terbatas siswa yang kami terima tidak
sepenuhnya memiliki prestasi yang, minus bagi kami sekolah unggulan plus bagi
sekolah non unggulan”

Sejak kapan diberlakukan sistem zonasi disekolah ini ?

“sejak 5 tahun atau 6 tahun yang lalu”

. Apakah sekolah telah menerima peserta didik paling sedikit 90% dari total

jumlah peserta didik yang diterima sesuai domisili pada radius zona terdekat
sekolah ?

“Dalam uud penerimaan siswa paling sedikit 900% apakah sekolah menerapkan
itu, jelas kami selalu mengikuti aturan yang ada bahkan jika kita mengingat
pengalaman kuota tidak selamanya terpenuhii biasa saja 80 persen bukan 90
tergantung dari siswa yang ada di sekeliling kami, dsesuaikan dengan kebutuhan
sekolah kami sampai tidak ada satupun zonasi yang kita terima akan dihabiskan
dulu kadang memenuhi 90 kadang juga tidak”

Apa saja syarat yang harus dipenuhi calon peserta didik sebelum pelaksanaan
PPDB sesuai dengan radius zona terdekat sekolah ?

Jelas izasah sekolah dasar

Kartu keluarga

Nilai rapor dari semester 4-6

Akte kelahirahan terkait kriteria umumr

Mengapa kartu keluarga calon peserta didik harus diterbitkan 6 bulan sebelum
pelaksanaan PPDB ?
“Terkait penerimaan apakah jalur zonasi siswa harus sudah stay 6 bulan atau 1
tahun berdasarkan kartu keluarga, persyaratannya terkait 1 tahun jadi kartu
keluarga yang tidak sampai 1 tahun maka tidak di terima”

Apakah sekolah memperhatikan ketersediaan daya tampung sesuai dengan usia
anak ketika melaksanakan PPDB ?

“iya maka dari itu salah satu pernyratannya ada akte kelahiran”

Berapa daya tampang sekolah ?

“Berapa daya tampugn sekolah, untuk sekolah saat ini selalu 10 rombel dengan
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jumlah kelasnya 30 orang maksimal 32”

Untuk wilayah, wilayah mana sajakah yang termasuk dalam zona ?

“sudah ada di juknis saya tidak mengingat dimana mana nanti saya sampaikan
dan bukakan dalan juknik karena sudah dipeta petakan”

Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung sekolah dalam
memperhatikan ketersediaan daya tampung sesuai dengan usia anak dalam
pelaksanaan PPDB ?

“sejauh ini untuk masalah usia sudah tidak ada karena masyarakat sudah dasar
tentang aturan”

Apakah sekolah memiliki kebijakan tersendiri terkait PPDB ? Jika ada apa itu ?
“kami tidak pernah membuat kebijakan sendiri “

Dalam pengembilan keputusan kebijakan tersebut hasil bersama (panitia/guru
dan pemerintah) ?

“Kalau untuk aturan terkait ppdb kan rutin disosialisaikan biasanya yang
diundang kepala sekolah setelah panduan jadi maka akan di sosialisaikan ke guru
lagi”

Jalur apa saja yang disediakan sekolah dalam penerimaan peserta didik baru ?
Prestasi tentu memiliki prestasi di bagian akademik dan non akademik
dengansertifikat kabupaten/kota

Zonasi ditentukan kartu keluarga apakah masuk zonasi smp 2 atau tidak

Afirmasi diproritaskan kepada orang tua atau wali siswa yang misalnya proses
mutase orang tuanya dikhususkan untuk anak anak guru yang orang tuanya
mengajar di stauan pendidika tersebut tentu pada anak anak yang jarak antaara
rumah dan sekolah dekat

Apakah ada hambatan atau masalah dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi ?
Jika ada bagaimana cara menyelesaikannya ?

“ sejauh ini tidak ada karena selalu berdasarkan prosedur yang ada, kecuali
banyak orang tua berfikir dengan membuat dat palsu terkait karu keluarga
sheingga kami melakukan pengecekan jika data berubah kami melakukan
klarifikasi dan tidak membuktikan bahwa anak ini bisa masuk di jalur zonasi”
Apakah sekolah menyediakan layanan untuk pendaftaran online?,

“iya sekolah menyediakan layaann untuk orang tua siswa mendaftarkan anaknya
secara online”

Apa saran anda mengenai sistem zonasi ini ?

“sampai sejauh ini kami serba salah kami sekolah unggulan kami kena dampak
negatifnya jiaks ekolah non unggulan mendapatkan dampak positif , menururt
saya zonasi merugakan anak yang ingin masuk smp 2 karena jalur zonasi,

kedepan harapannya zonasi bisa di pertimbangkan Kembali apakah efektif atau
tidak.
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Wawancara dengan Orang tua siswa

1.

Apakah anda mengetahui sosialisasi terkait sistem zonasi ?

“iya saya sudah”

Bagaimana pendapat anda mengenai kebijakan sekolah menerima peserta didik
paling sedikit 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima sesuai domisili
pada radius zona terdekat sekolah ?

“kurang setuju karena peserta didik yang memiliki prestasi sulit memasuki
sekolah unguulan”

Apakah penerbitan kartu keluarga calon peserta didik yang diterbitkan 6 bulan
sebelum pelaksanaan PPDB itu telah efektif dilakukan sebagai syarat penerimaan
peserta didik baru ? “memang tidak efektif karena kebanyakan orang tua sudah
mempersiapkan dalam setahun untuk memasuki smp favorit untuk anak, ini
seperti dibuat buat kurang akurat”

Bagaiaman pendapat anda mengenai jumlah daya tampung sekolah ?

“sekolah pasti sudah tahu bagaimana solusi untuk daya tampung karensekolah
sudah mempersiapkan banyaknya guru kelas fasilitas dan perlengkapan di
skolah”

Bagaimana tanggapan anda mengenai penetepan yang ditetapkan sekolah dan
pemerintah tentang sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru
sekarang ?

“seperti di awal kurang setuju karena system sekarang anak anak tidak akan
berjuang karena mengandalkan zonasi dekat dari rumah kecuali si anak mau
masuk ke jalur prestasi”

Apa yang menjadi kendala bagi anda dalam memenuhi persyaratan penerimaan
peserta didik dalam memenuhi persyaratan disetiap jalur penerimaan peserta
didik baru (90 persen zonasi anak anak yang rumahnya jauh, kesulitan di online,
maunya offline saja, tidak memungkiri perkembangan zaman tetapi ofline lebih
akurat

Bagaimana tanggapan anda mengenai jalur — jalur yang telah disediakan sekolah
dalam penerimaan peserta didik baru ?

“kurang efektif karna jalur dipidah menurut saya semua anak punya peluang
masuk jalur 17

Apa saran anda terkait sistem zonasi ini ?

“hapuskan saja jalur zonasi karena anak anak butuh berjuang untuk masuk ke
sekolah favorit, menururt saya zonasi tidak efektif.”
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Yang bertanda tangan di bawah ini, kepala UPTD SMP Negeri 2 Keoamatan Soreang Kota
Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, menerangkan bahwa :

Nama : ANISA APRILIYANI

NIM : 19.1900,026

Universitas / Lembaga ¢ Institut Agama 1slam Negeri (IAIN) Parepare
Program studi . Manajemen Pendidikan Islam

Jenjang Pendidikan : 81

Yang terscbut numanya di atas, benar welah melaksannkan penelitian / wawancara di UPTD
SMP Negeri 2 Parepare pada tanggal 23 Oktober 2024 s/d 23 November 2024, dengan judul
penclitian  “ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PERSPEKTIF STAKEHOLDER SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI (SMPN) DI PAREPARE 2(Studi Kasus SMP Negeri 2 Parepare)”,
berdasarkan Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Sastu Pintu
Pemerintah Kota Parepare, Nomor : 779/1P/DPM-PTSP/ 10/2024 tanggal 25 Oktober 2024,

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya,
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Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangun di bawah ini :
Ry ASMARAN)

Nama

Alamat : CBM\’A"
Pekerjaan/Jabatan  : ORANE TUA SisWA

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama T AMNSA  Ap\L\yAr
Alamat D4 sawl
Pekerjaan : AHASTS W

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul :

ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PERSPEKTIF STAKEHOLDER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
(SMPN) DI PAREPARE (Studi Kasus SMP Negeri 2 Parepare)

Demikian keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Scyaymbem»dnmmdibnwd!ini:

Nama : PASANLOOIH $.0d. Wod

. SMQ MEGERA 7—?'“‘&““

Alamat
Pekerjoan/Jabatan  : SEWHGTARAS RP0%
Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama L AvA pgenTAt
Alamat : - Shet

Pekerjaan : MavAstsw

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul :

ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PERSPEKTIF STAKEHOLDER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

(SMPN) DI PAREI’ARE(SO!‘!MSMPWIW)
Demikian keterangan ini dibuat, untuk digunakan scbagaimana mestinys.

Parepare,. ... November 2024
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Oro MASTIAW B, MR

Nama
Alamat : SMRUELER. 2 ectARe
Pokerjaan/Jobatan - YEQALA SERCL AR
Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : AsusA ARRLLYARL
Alamat s A-sawon

Pekerjasn : MBHA Sisuo

mmmﬁmmmemmﬁmmmmm:

ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PERSPEKTIF STAKEHOLDER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

(SMPN) DI PAREPARE (Studi Kasus SMP Negeri 2 Parepare)
Demikian keterangan ini dibuat, untuk digunakan sehagaimana mastinys.

Pareparc,.©... November 2024
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ni :

Nams . Aspurtam .S Rd

Alamat oMp HebEer 2 teREfet
Pekerjaan/Jabatan - WEtVA 008

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama S ARISA  ARRWATYANY

Alamat s - Sawn

Pekerjaan © VAMA stsw

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul :

ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PERSPEKTIF STAKEHOLDER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

{SMPN) DI PAREPARE (Studi Kasus SMP Negeri 2 Parepare)
Demikian keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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Lampiran 9. Data PPDB SMP Negeri 2 Parepare

y

Dt Perkemh Simwn Sel 3 Pabon Terakhir
[ T Kl Kelas Kelas ‘
Tabun Vil Vi Juminh
No | Pelajaran 1 I " 1 P
T [202172022 : gy R
33 [13% |0 [ SLS

3 | 20227023

59 g | vs |92 Jae

Banyukoya Peserts Didik Baru Yang Diterisia Padn Peanerimann Peserts DIdIK Barn

Tohun Pelnjaran 2023-2024
JALTR JUMLATR
Prestasi I |
T Allemasi ,L
T Pindah tugas - J@F ' B
"8 T Anak gur Rl o 3‘
[ T Nakes covid o _: Tl
- .
Reruto "
TOTAL 3{;‘

Seenktur diun wininan Kopanitan penocimann poserta didik bara buserts tugasnys
KT - : Nama

T D, Naathah BV,
BT Hasanudding 8,04, M
Aseullal, 8.0,

dnsmin, .00,

~1

- Sokal Pengambllon PIN Pendafiaran (Onling |
Dan OMine)
Sokul Informanl o —
Sekal Soleksi Online Tenmtll
TRekal Perlengkapan
Seknl Konsumsl
T Seksl Perfenglonpan Umum

Bekal Pengamanan
Sokal Dattar Ulang
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DAFTAR NAMA PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

UPTD SMP NEGERI 2 PAREPARE
TAHUN PELAJARAN 202472025
PANGKAT/ — [ i
\ NO | NAMA ] : JABATAN ] KET
GOL, 1
A Dra, Nasrlah B, M.1 T, 1 Penangrung
| NIP, 19650830 199002 2002 Vb Jawsb
| Wasanuddin, 5.Pd., M.Pd Temhing
2 Ketua
NIP. 19761123 200701 | 006 Wia
3 Auullah. S.°d. Penata Tk, | Sokrwnt
7 [ Nip, 19860023201001 1 006 Vi !
| Jasmin, 5.Pd, Penata Tk, | |
4 Bendaha
NI, 19800418 200903 | 001 Vi i
s Agusman, S.Pd., M.Pd Pembina TK, | A | =
NIP, 19740819 200012 | 004 v e
6 Andi Rusdl, S, Pd., M.Pd Pembing Th! N
) [0}
NIF. 19720201 199903 | DOK iy "
T, Ferwina, §.Pd Pembioa TK. |
7 Anggola
NI 19750209 199603 2 006 IV
) LS. Prembing Ty
" Hajrah Samvad. S.Pd.1 Pembing TR Koo
NI, 19771212 200312 2009 W
Andi Hacrul Parearengi, Sip.  Penasa Mudd, .
) , : Ao
NIP. 19770228 2014111 063 11
Abd. Karim Azls, A.Md :
w8 Y G Angota
NIP. 19850721 201411 1 002 e ‘
Rahmaniar, S.5., S.Pd.. M.Hum Perat Muda Tk | . .
1 Anggots
NIP, 1985081 72015042002 i
Seb Audriyana A, S.0'd, M. 'd, Penats Muda
12 Anggota
NIP, 1988030320201 22000 1
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3 NIP 198910072019032003
Siul Nurhamida, S.Pd, Penats Muda
16 Anggota
NIP, 199211212019032003 1l/a
Mita Nurindah Sari, S.Pd. Perata Muda o
17 Anggota
NIP. 199504082019032006 1l/a
Titkm Triesmawati, S.51
18 X Anggoa
Penata Muda
\ 19 \Abdul Salam Yusuf, $.°d - Anggota
ia
‘—m \i.\td\\h Azzahrah A 5 Anggota
21 Adinda Utami ) Angrota
23 | Ast Andriani A i Aagotd \
23 [ Baso Syaril Riadi - Anggota \
‘24 | Bismar Malik - Anggola \
25 | Dwi Ningsih ; Anggota ' \
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Ditetapkan dl : Parepare

PadaTanggal : 14 Juni 2024



Lampiran 10. Dokumentasi
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Wawancara dengan Sekertaris PPDB SMP Negeri 2 Parepare

Wawancara dengan Ketua PPDB SMP Negeri 2 Parepare
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Wawancara dengan Orang Tua Siswa SMP Negeri 2 Parepare
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Wawancara dengan Orang Tua Siswa SMP Negeri 2 Parepare
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BIODATA PENULIS

Anisa Apriliyani, Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Pada tanggal
12 April 2001, merupakan anak pertama (1) dari dua (2) bersaudara.
Anak dari pasangan Bapak Sagiman dan Ibu Sri Wartini Penulis
berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis
beralamat JI. Sawi, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang,
Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun pendidikan
riwayat penulis, yaitu pada tahun 2013 lulus dari SDN 38 Parepare,
pada tahun 2016 lulus dari SMPN 2 Parepare, dan melanjutkan di
SMA Negeri 2 Parepare, dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya,
penulis melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare mengambil program studi Manajemen Pendidikan Islam.
Penulis pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
di Kementerian Agama Kota Parepare dan melaksanakan Kuliah
Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten
Pinrang . Untuk memperoleh gelar Sarjana pendidikan (S.Pd.), Penulis mengajukan tugas
akhir berupa tugas Skripsi yang berjudul: Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru Perspektif Stakeholder Sekolah Menengah Pertama Negeri
(SMPN) Di Parepare (Studi Kasus SMP Negeri 2 Parepare).
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